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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 
Sebagai Konglomerasi Keuangan di sektor jasa keuangan, maka Konglomerasi 

Keuangan BNI selalu dituntut oleh stakeholder untuk mampu tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil. Di sisi lain, industri jasa keuangan merupakan salah satu 

industri yang memiliki kompleksitas operasional dan regulasi serta tingkat disrupsi 

dan persaingan yang tinggi, sehingga menyebabkan industri keuangan terekspos 

risiko yang tinggi dan harus beroperasi secara berhati-hati serta efisien. 

 
Menghadapi situasi sebagaimana di atas, maka untuk mendorong Konglomerasi 

Keuangan yang sehat, prudent dan tumbuh berkelanjutan, maka dibutuhkan suatu 

pedoman tata kelola yang mampu menaungi Konglomerasi Keuangan PT Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut “Konglomerasi Keuangan 

BNI”) sebagai grup usaha secara terintegrasi Keuangan, sehingga aktifitas 

operasional masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan selalu didasari prinsip-

prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), 

pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran 

(fairness). 

 
Pedoman ini merupakan panduan bagi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan 

(LJK) yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan BNI.  

 

B. Dasar Hukum  
 
I. Ketentuan Eksternal 
 

1. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan telah diubah 
sebagian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
 

2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja. 

 
3. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja. 

 
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-

01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012. 
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5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan 
Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020. 

 
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman 

Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak 
Perusahaan BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
BUMN No. PER-04/MBU/06/2020. 

 
7. Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak 

Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN. 
 
8. Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, 

Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha 
Milik Negara. 

 
9. Peraturan Menteri BUMN No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan 

Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara. 

 
10. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-01/MBU/03/2017 tentang Kelengkapan 

Dokumen Usulan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan 
Komisaris Anak Perusahaan BUMN. 

 
11. Surat Edaran Menteri BUMN No. 2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan 

BUMN Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan 
Pengawasan Intern. 

 
12. Surat Menteri BUMN No. S-289/MBU/04/2020 tanggal 28 April 2020 tentang 

Penataan Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan dan Afiliasi 
terkonsolidasi BUMN. 

 
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. 
 
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang 

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. 
 
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi 

dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 
 
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi bagi Konglomerasi 
Keuangan. 

 
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang 

Pembentukan dan Pedoman Piagam Unit Audit Internal.  
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18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum. 
 
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. 
 
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Perihal Penilaian 

Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. 
 
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang 

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 

 
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan 

Kepemilikan atau setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan 
Terbuka. 

 
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2017 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang 
Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak. 
 

24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang 
Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. 

 
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan 

Fungsi Audit Intern pada Bank Umum. 

 
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang 

Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank. 
 
27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2020 tentang 

Konglomerasi Keuangan. 
 
28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank 

Umum. 

 
29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. 
 
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. 
 
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang 

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. 

 
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 31/SEOJK.03/2016 tentang 

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa 
Keuangan Non-Bank. 
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33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang 

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham 
Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris 
Bank. 

 
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang 

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 

 
35. Ketentuan perundang-undangan lain yang terkait Sektor Usaha Jasa 

Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI. 
 
36. Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia. 

 

 
II. Ketentuan Internal 

 
1. Anggaran Dasar Entitas Utama beserta perubahannya. 
 
2. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Satuan Kerja Audit 

Terintegrasi tentang Pengembangan Kualitas Audit Bagi Konglomerasi 
Keuangan BNI. 

 
3. Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan BNI. 

 
4. Prosedur Pelaksanaan Audit Terintegrasi. 

 
5. Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi. 

 

 
C. Piagam Korporasi 

Penyusunan Piagam Korporasi Korporasi Konglomerasi Keuangan BNI (untuk 

selanjutnya disebut “Piagam Korporasi”) bertujuan untuk memperkuat penerapan 

Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi dalam 

Konglomerasi Keuangan BNI sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

45/POJK.03.2022 tentang Konglomerasi Keuangan.  

 

Piagam Korporasi adalah suatu perjanjian yang menyatakan komitmen bersama 

antara BNI selaku Entitas Utama dengan Perusahaan Anak yang tergabung dalam 

anggota Konglomerasi Keuangan BNI yang menjadi dasar penerapan Tata Kelola 

Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BNI yang tertuang pada tugas dan 

tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Direksi Perusahaan Anak termasuk 

namun tidak terbatas pada: 
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1. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi ; 

2. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi ; 

3. Penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi; 

4. Pemenuhan laporan, data dan/atau informasi lainnya dalam rangka memenuhi 

pelaporan ke OJK  dan bagi anggota Konglomerasi Keuangan yang didirikan dan 

berkedudukan di luar negeri dalam rangka memenuhi laporan yang diwajibkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di lokasi setempat. 

D. Konglomerasi Keuangan BNI 
 

Konglomerasi Keuangan BNI adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam 
satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan 
BNI, yang dalam Pedoman Perusahaan ini terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan 
Anak BNI. 
 
Perusahaan Anak BNI yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan BNI dimaksud 
merupakan badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh BNI 
secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri yang 
melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, dan meliputi jenis LJK berupa bank, 
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, perusahaan pembiayaan, dan/atau 

perusahaan efek. 
 

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 
Konglomerasi Keuangan, maka ditetapkan anggota Konglomerasi Keuangan BNI 
sebagai berikut: 
 

1. Entitas Utama : 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.  

 

2. Perusahaan Anak BNI yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan BNI 
(untuk selanjutnya dalam Pedoman Perusahaan ini disebut “Perusahaan Anak”)  

a. PT BNI Multifinance; 

b. PT BNI Life Insurance; 

c. PT BNI Sekuritas;  

d. PT BNI Asset Management; 

e. BNI Securities Pte Ltd; dan  

f. PT Bank Mayora. 
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E. Prinsip Dasar Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI 
 
Untuk menunjang bisnis dan operasional Konglomerasi Keuangan BNI, diperlukan 

prinsip–prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu pada peraturan perundang–

undangan yang berlaku serta praktik–praktik penyelenggaraan Tata Kelola yang berlaku 

umum yang diterbitkan oleh regulator (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia 

dan/atau otoritas berwenang lainya) termasuk otoritas yurisdiksi setempat.  

 
Prinsip dasar pelaksanaan Tata Kelola pada Konglomerasi Keuangan BNI adalah 

sebagai berikut: 

1. Transparansi 

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan 

relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 

 
2. Akuntabilitas  

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ 

dalam Konglomerasi Keuangan BNI sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 

 

3. Pertanggungjawaban 

Kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Perusahaan Anak dengan peraturan 

perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. 

 

4. Independensi  

Independensi adalah Pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa 

pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.  

 

5. Kewajaran 

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku 

kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-

undangan. 

 

Sesuai dengan hal tersebut di atas dan mengingat Perusahaan Anak merupakan entitas 
yang berbadan hukum terpisah dari Entitas Utama, maka: 

 
1. Implementasi Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI bertujuan untuk 

menciptakan kinerja yang unggul dan menambah nilai ekonomi bagi pemegang 
saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjamin operasional 
Konglomerasi Keuangan BNI sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku, etika bisnis, serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. 

 
2. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Perusahaan Anak 

merupakan badan hukum yang terpisah dari Entitas Utama, sehingga memiliki tugas 
dan tanggung jawab tersendiri dalam pengelolaan perusahaan. 

 



 

7 
 

3. Perusahaan Anak merupakan badan hukum yang independen sesuai dengan 
ketentuan perundang-perundangan yang berlaku, dimana dalam pengelolaannya BNI 
sebagai Pemegang Saham Pengendali atau melakukan pengendalian (baik langsung 
maupun tidak langsung) pada Perusahaan Anak serta sebagai Entitas Utama pada 
Konglomerasi Keuangan BNI. 

 
4. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Anak dalam pedoman ini berlaku bagi 

Perusahaan Anak dan Anak Usaha Perusahaan Anak sepanjang tidak diatur berbeda 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Dasar Perusahaan 
Anak yang belum sesuai dengan Pedoman ini, maka wajib disesuaikan dengan tetap 
memperhatikan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Anak sebagaimana 
relevan (mana yang berlaku). 
 

5. Pemantauan terhadap kinerja, sinergi bisnis, manajemen risiko, audit dan aspek 
kepatuhan termasuk pendampingan penerapan APU PPT untuk Perusahaan Anak 
yang tidak tergabung dalam Konglomerasi Keuangan atau yang tidak tercantum pada 
Bab I Sub Bab D tetap dilakukan oleh Entitas Utama. 
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BAB II 
TATA KELOLA ENTITAS UTAMA 

 
 

A. Direksi Entitas Utama 

1.  Persyaratan 

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Entitas Utama adalah orang 
perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan termasuk Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Persyaratan, Tata 
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), diatur bahwa untuk dapat diangkat sebagai Direksi BUMN, harus memenuhi 
persyaratan formal, persyaratan materiil dan persyaratan lainnya. 
 
a. Persyaratan Formal Calon Anggota Direksi BUMN: 

Calon anggota Direksi BUMN: 
1) Cakap melakukan perbuatan hukum; 

2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah: 

a) dinyatakan pailit; 

b) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau 

Perusahaan dinyatakan pailit; 

c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan 

negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor 

keuangan. 

 

b. Persyaratan Materiil Calon Anggota Direksi BUMN 

Calon Direksi BUMN harus memiliki: 

1) keahlian; 

2) integritas; 

3) kepemimpinan; 

4) pengalaman; 

5) jujur; 

6) perilaku yang baik; dan 

7) dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan 

 
c. Persyaratan Lainnya Calon Anggota Direksi BUMN 

Calon Direksi BUMN harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: 
1) Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota dan/atau anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota; 

2) Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah; 
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3) Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) 
periode berturut-turut; 

4) Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan 
tugasnya;  

5) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat 
menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi BUMN), yang dibuktikan 
dengan surat keterangan sehat dari Dokter;  

6) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban 
membayar pajak selama dua tahun terakhir. 

d. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi, yang bersangkutan harus 

menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang 

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi terhitung sejak yang 

bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi (jika ada). 

e. Calon anggota Direksi Entitas Utama yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan 

dan kepatutan dan anggota Direksi Entitas Utama yang diangkat kembali harus 

menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya 

sebagai anggota Direksi Entitas Utama. 

f. Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi 

kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan 

sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS. 

 

Selain memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN, calon anggota 

Direksi Entitas Utama juga harus memenuhi persyaratan integritas, reputasi 

keuangan, kompetensi dan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga 

Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksananya, dimana persyaratan tersebut 

merupakan faktor yang dinilai dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang 

meliputi: 

 
a. Memenuhi persyaratan Integritas yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, 

yang antara lain meliputi: 

1) Cakap dalam melakukan perbuatan hukum; 

2) Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap 

mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena 

terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum 

dicalonkan;  

3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan mendukung kebijakan OJK; 

4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; 

5) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Direksi. 

 

b. Memenuhi persyaratan Kompetensi, yang mencakup: 

1) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan 

jabatannya. 
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2) Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab entitas utama serta 

pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam 

konglomerasi keuangan, bagi calon Direksi yang akan menjabat pada Bank 

yang ditunjuk sebagai entitas utama; 

3) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; 

4) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka 

pengembangan Bank yang sehat. 

 
c. Memiliki Reputasi Keuangan yang baik, antara lain dibuktikan, dalam waktu 5 

(lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 

1) Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan 

2) Tidak pernah dinyatakan pailit; dan/atau 

3) Tidak pernah menjadi pemegang saham, dan/atau anggota Direksi, dan/atau 

anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu 

perseroan dinyatakan pailit. 

 
d. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 

1) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 

keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 

2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris 

yang selama menjabat: 

a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; 

b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota 

Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak 

memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau 

anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan 

c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, 

atau pendaftaran dari regulator tidak memenuhi kewajiban menyampaikan 

laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada regulator. 

 

e. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Entitas Utama 

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
2. Struktur 

a. Entitas Utama diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-

kurangnya 3 (tiga) orang dan seluruh anggota Direksi Entitas Utama wajib 

berdomisili di Indonesia. Seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, 

dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil 

Direktur Utama. 

b. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Entitas Utama ditetapkan 

oleh RUPS Entitas Utama. Dalam hal RUPS Entitas Utama tidak menetapkan 

pembagian tugas dan wewenang tersebut maka pembagian tugas dan wewenang 
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di antara Direksi Entitas Utama ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Entitas 

Utama. 

 

3. Tugas dan Tanggung Jawab 

a. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola. 

b. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern 

terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan 

otoritas lain oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 

c. Menyusun Tata Tertib Kerja. 

d. Menyelenggarakan Rapat Direksi Entitas Utama sebagaimana diatur lebih lanjut 

dalam Anggaran Dasar Entitas Utama. 

e. Direksi Entitas Utama bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan 

dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di 

luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-

pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

f. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi Entitas Utama: 

1) wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk 

kepentingan dan usaha Perseroan sesuai dengan kebijaksanaan umum serta 

petunjuk yang diberikan oleh RUPS Entitas Utama dengan mengindahkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2) bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan, dengan kata lain, menguasai, 

memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan maksud dan 

tujuan Perseroan, perumusan strategi atau kebijakan, serta memastikan 

perkembangan pencapaian hasil, dan senantiasa berusaha meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas Perseroan. 

3) bertanggung jawab atas kerugian perusahaan yang disebabkan karena 

kesalahan atau kelalaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku.  

4) bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko dan eksposur risiko. 

5) bertanggung jawab untuk memastikan fungsi manajemen risiko beroperasi 

secara independen. 

6) bertanggung jawab untuk memintakan persetujuan kebijakan dan strategi 

manajemen risiko, serta menyampaikan laporan risiko kepada Dewan 

Komisaris.  

7) harus bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan oleh 

Sekretaris Perusahaan, dalam hal Sekretaris Perusahaan (Corporate 

Secretary) bukan merupakan Direktur Perseroan. 

g. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi Entitas Utama memiliki wewenang, 

tugas dan tanggung jawab: 



 

12 
 

1) mengembangkan kerangka pengendalian intern (mengidentifikasi, mengukur, 

memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank); 

2) memastikan Internal Audit (SKAI Entitas Utama) memperoleh informasi terkait 

perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan 

operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi; 

3) memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang 

cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI Entitas Utama; 

4) memastikan Pemimpin SKAI Entitas Utama memiliki sumber daya dan 

anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Audit 

Tahunan; dan 

5) memastikan pelaksanaan audit intern di Perusahaan Anak dilakukan dengan 

menggunakan standar audit pada Bank, dengan tetap memperhatikan ukuran, 

karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak. 

 

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan persyaratan, struktur, serta tugas dan tanggung 

jawab anggota Direksi Entitas Utama diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Entitas 

Utama serta Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi Entitas Utama.  

 

B. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan 

 

1. Persyaratan 

a. Calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memiliki integritas 
dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan 
independensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 

2. Struktur 

a. Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dilarang merangkap jabatan 
sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. 

b. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-
fungsi: 

1) Bisnis dan operasional; 

2) Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan 
usaha bank; 

3) Tresuri; 

4) Keuangan dan akuntansi; 

5) Logistik dan pengadaan barang/jasa; 

6) Teknologi informasi; dan 
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7) Audit intern. 

c. Penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan 

1) Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak dapat 
menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-
turut, maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan 
sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan 
Fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali. 

2) Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan 
tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank wajib 
segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi 
Kepatuhan, paling lama 6 (enam) bulan setelah direktur yang membawahkan 
Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa 
jabatannya. 

3) Selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi 
Kepatuhan, Bank wajib menunjuk atau menugaskan salah satu Direktur 
lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan 
Fungsi Kepatuhan. 

4) Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang 
membawahkan Fungsi Kepatuhan, baik karena berhalangan sementara 
maupun berhalangan tetap harus memenuhi ketentuan mengenai rangkap 
jabatan sebagaimana dimaksud pada butir 2.a. dan 2.b. di atas. 

5) Dalam hal Direktur lain sebagaimana dimaksud butir c.4) tidak ada, maka 
jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat dirangkap 
sementara oleh Direktur lainnya yang membawahkan fungsi-fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. 

6) Penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi 
Kepatuhan sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan kepada regulator. 

 

3. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab 

Wewenang, tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi 
Kepatuhan, paling kurang mencakup: 

a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank; 

b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan 
ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama; 

c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk 
menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; 

d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta 
kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, Bank 
Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; 
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f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang 
diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK, Bank Indonesia dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. Memastikan penerapan program APU-PPT; 

h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. 

 
C. Dewan Komisaris Entitas Utama 

 
1. Persyaratan 

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Entitas Utama adalah orang 
perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri BUMN dan Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan. 
 
Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tentang Persyaratan, Tata Cara 
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris BUMN, diatur bahwa 
untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris BUMN, harus memenuhi 
persyaratan formal, persyaratan materiil dan persyaratan lainnya. 
 
a. Persyaratan Formal Calon Anggota Dewan Komisaris BUMN: 

Calon Anggota Dewan Komisaris BUMN: 
1) Orang perserorangan; 
2) Cakap melakukan perbuatan hukum; 
3) Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum 

pencalonan; 
4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu 
Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum 
pencalonan; dan 

5) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam 
waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan. 

 
b. Persyaratan Materiil Anggota Dewan Komisaris yatu: 

Calon anggota Dewan Komisaris BUMN harus memiliki: 
1) Integritas; 
2) Dedikasi; 
3) Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan 

dengan salah satu fungsi manajemen; 
4) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan; dan 
5) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 
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c. Persyaratan Lainnya sesuai Peraturan Menteri Anggota Dewan Komisaris 
BUMN yaitu: 
Calon anggota Dewan Komisaris BUMN harus memenuhi hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Bukan pengurus Partai Politik dan/ atau calon anggota legislatif dan/ atau 

anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari 
calon/ anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II; 

2) Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/ atau Kepala/Wakil Kepala 
Daerah; 

3) Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada 
BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;  

4) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang 
dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris / 
Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 
Dokter;  

5) Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, 
harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan; dan 

6) Bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Entitas 
Utama yang berasal dari penyelenggara negara harus melaporkan Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun 
terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Lapor LHKPN kepada institusi yang 
berwenang. 

 
Selain memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN, calon anggota 
Dewan Komisaris Entitas Utama juga harus memenuhi persyaratan integritas, 
reputasi keuangan, kompetensi dan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama 
Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksananya, dimana persyaratan 
tersebut merupakan faktor yang dinilai dalam penilaian kemampuan dan kepatutan 
yang meliputi: 
 
a. Memenuhi persyaratan integritas yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, 

yang antara lain meliputi: 
1) Cakap dalam melakukan perbuatan hukum; 
2) Memiliki akhlak dan moral yang baik paling sedikit ditunjukkan dengan sikap 

mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena 
terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum 
dicalonkan; 

3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat; 
5) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Dewan 

Komisaris. 
 

b. Memenuhi persyaratan Kompetensi, yang mencakup: 
1) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan 

jabatannya. 
2) Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta 

pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam 
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Konglomerasi Keuangan, bagi calon Dewan Komisaris yang akan menjabat 
pada Bank yang ditunjuk sebagai Entitas Utama; 

3) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; 
4) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka 

pengembangan Bank yang sehat. 
 

c. Memiliki Reputasi Keuangan yang baik, antara lain dibuktikan, dalam waktu 5 
(lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 
1) Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan 
2) Tidak pernah dinyatakan pailit; dan/atau 
3) Tidak pernah menjadi pemegang saham, dan/atau anggota Direksi, dan/atau 

anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu 
perseroan dinyatakan pailit. 
 

d. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 
1) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 

keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 
2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris 

yang selama menjabat: 
a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; 
b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota 

Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak 
memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau 
anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan 

c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, 
atau pendaftaran dari regulator tidak memenuhi kewajiban 
menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada 
regulator. 
  

e. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Entitas Utama 
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
2. Struktur 

a. Dewan Komisaris Entitas Utama terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi Entitas Utama, seorang 
diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. 

b. Dewan Komisaris Entitas Utama merupakan majelis dan setiap anggota Dewan 
Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan 
keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama. 

c. Dewan Komisaris Entitas Utama terdiri dari Komisaris dan Komisaris 
Independen. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota 
Dewan Komisaris Entitas Utama adalah Komisaris Independen. 

 
3. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab 

a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan Tata Kelola, wewenang, tugas dan 
tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan tindak lanjut hasil audit dari pihak 
intern dan ekstern. 

b. Membentuk Komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang 
mendukung wewenang, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas 
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Utama paling sedikit Komite atau fungsi Pemantauan Audit, Komite atau fungsi 
Pemantauan Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. 

c. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur lebih lanjut 
dalam Anggaran Dasar. 

d. Menyusun Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. 
e. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang 

dilakukan Direksi Entitas Utama. 
f. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi Entitas Utama 

serta menandatangani Laporan tersebut. 
g. Menyetujui arah perusahaan, rencana kerja dan anggaran, yang disusun oleh 

Direksi Entitas Utama, serta mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perseroan. 

h. Mengevaluasi dan menyetujui rencana investasi modal, akuisisi, Penjualan 
Perusahaan Anak, dan aliansi strategis yang melewati batas nilai yang telah 
disepakati antara Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama. 

i. Memberikan input terhadap kebijaksanaan pengendalian risiko dan 
mengevaluasi integritas sistem pengendalian risiko. 

j. Mengevaluasi kinerja Direksi Entitas Utama, dan menetapkan kompensasi 
Direksi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh RUPS. 

k. Memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi segala peraturan hukum yang 
berlaku dan memenuhi standar transparansi yang berlaku. 

l. Memastikan integritas sistem pelaporan akuntansi dan finansial Perseroan 
termasuk internal dan eksternal audit dan memastikan bahwa Perseroan telah 
menerapkan sistem kontrol yang memadai, terutama dalam pengendalian risiko, 
finansial dan compliance. 

m. Mengajukan nominasi Direksi atau Dewan Komisaris Entitas Utama untuk masa 
jabatan berikutnya atau untuk mengisi jabatan yang lowong kepada Pemegang 
Saham secara transparan. 

n. Memastikan Direksi Entitas Utama telah mempunyai “succession plan” yang 
efektif untuk menjamin kesinambungan dalam kepemimpinan Perseroan. 

o. Memberi nasehat kepada Direksi Entitas Utama termasuk mengenai rencana 
pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, 
pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

p. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki 
wewenang, tugas dan tanggung jawab: 
1) memastikan Direksi Entitas Utama menyusun dan memelihara sistem 

pengendalian intern yang memadai efektif, dan efisien; 
2) memastikan Direksi Entitas Utama dan Perusahaan Anak memiliki fungsi audit 

intern atau Satuan Pengawas Intern yang menjalankan fungsi audit intern; 
3) mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari SKAI Entitas Utama paling sedikit sekali dalam 
1 (satu) tahun; 

4) menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan 
kaji ulang terhadap kinerja SKAI Entitas Utama (Quality Assurance Review) 
paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun, dengan mempertimbangkan 
rekomendasi Komite Audit; 
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5) memastikan pelaksanaan audit intern di Perusahaan Anak dilakukan dengan 
menggunakan standar audit pada Bank, dengan tetap memperhatikan ukuran, 
karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak;dan 

6) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi audit intern lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar 
dan/atau keputusan RUPS. 

 

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan persyaratan, struktur, serta wewenang, tugas 
dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris Entitas Utama diatur lebih lanjut 
dalam Anggaran Dasar Entitas Utama serta Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan 
Komisaris Entitas Utama. 

 
4. Independensi Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama 

 
a. Antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama tidak boleh 

ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut 
garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau 
ipar). 

b. Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama dapat merangkap jabatan sebagai 
Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN dengan memperhatikan 
Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama tidak boleh memperoleh keuntungan 
pribadi dari kegiatan Entitas Utama, selain dari kompensasi yang sudah diatur 
sebelumnya, dan/atau kenaikan nilai saham yang dimiliki, ataupun dividen 
saham yang dimilikinya. 

d. Dalam mengambil suatu keputusan, seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas 
Utama wajib terbebas dari Benturan Kepentingan (conflict of interest), sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku di Entitas Utama. 

 
D. Kewajiban Atas Kepemilikan atau Perubahan Saham Entitas Utama oleh Anggota 

Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama 
 

1. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Entitas Utama wajib melaporkan 

kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Entitas 

Utama (dhi. BBNI) baik langsung maupun tidak langsung. 

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1 wajib disampaikan paling lambat 10 

(sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham 

Entitas Utama. 

3. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Entitas Utama dapat memberikan 

kuasa tertulis kepada Sekretaris Perusahaan untuk melaporkan kepemilikan dan 

setiap perubahan kepemilikannya atas saham Entitas Utama. Dalam hal pelaporan 

kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Entitas Utama 

dilakukan melalui Sekretaris Perusahaan (selaku kuasa dari Anggota Direksi dan 

anggota Dewan Komisaris Entitas Utama), maka laporan kepemilikan dan setiap 

perubahan kepemilikan atas saham tersebut wajib dilakukan kepada OJK paling 

lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas 

saham Entitas Utama. 
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4. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Entitas Utama wajib menyampaikan 

informasi kepada Entitas Utama mengenai kepemilikan dan setiap perubahan 

kepemilikan atas saham Entitas Utama. Informasi wajib disampaikan paling lambat 3 

(tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan 

atas saham Entitas Utama. 

 

E. Pelaksanaan Audit Ekstern 

Dalam rangka pemeriksaan seluruh catatan, laporan keuangan serta laporan – laporan 

lainnya, Dewan Komisaris Entitas Utama (dengan wajib memperhatikan rekomendasi 

Komite Audit) mengusulkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik 

yang terdaftar di OJK untuk diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Entitas Utama 

yang bertugas untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, 

termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

 

F. Divisi Compliance 

 

1.  Struktur 

Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat 

ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan 

prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan terhadap komitmen yang 

dibuat kepada otoritas pengawas yang berwenang. 

 

Sebagai salah satu upaya untuk memitigasi risiko yang dihadapi Entitas Utama 

khususnya upaya yang bersifat ex-ante dengan cara mematuhi kaidah perbankan 

yang berlaku, Entitas Utama membentuk Divisi Compliance sebagai satuan kerja 

independen yang melaksanakan fungsi kepatuhan. 

 

Divisi Compliance bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur yang 

membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Entitas Utama. 

 

Divisi Compliance melaksanakan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama meliputi tindakan 

sebagai berikut: 

a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi 

dan kegiatan usaha Entitas Utama; 

b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Entitas Utama; 

c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha 

yang dilakukan oleh Entitas Utama telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; dan 
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d. memastikan kepatuhan Entitas Utama terhadap komitmen yang dibuat oleh 

Entitas Utama kepada Regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang 

berwenang; 

e. memastikan penerapan program APU-PPT sesuai regulasi yang berlaku.  

 

2. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas Divisi Compliance memiliki 

wewenang, tugas dan tanggung jawab, paling sedikit: 

 
a. Penerapan Kepatuhan terhadap regulasi, dengan melaksanakan hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya 

Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Entitas Utama pada setiap jenjang 

organisasi, antara lain memberikan sosialiasi dan pelatihan. 

2) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap 

Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Divisi 

Compliance melakukan pengukuran tingkat risiko kepatuhan dengan 

mengunakan parameter antara lain denda dari regulator, fraud, kasus kelalaian, 

prudential banking serta temuan audit internal dan eksternal 

3) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, 

ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Entitas Utama dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Divisi Compliance 

melakukan aktivitas antara lain: 

a) Sertifikasi kepatuhan terhadap draft/rancangan kebijakan dan prosedur 

baru/updating. 

b) Memberikan opini kepatuhan baik tertulis maupun lisan kepada Direksi 

Entitas Utama dan unit organisasi yang membutuhkan. 

c) Melakukan assessment atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru. 

4) Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan 

penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki 

oleh Entitas Utama agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, 

Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 

pelaksanaannya Divisi Compliance melakukan aktivitas antara lain dengan 

melakukan review kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur existing yang 

berlaku serta memberikan rekomendasi perubahan/penyempurnaan kebijakan 

dan prosedur sebagai dampak atas berlakunya ketentuan baru. 

5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, 

sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Entitas Utama telah sesuai dengan 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, antara lain dengan terlibat aktif di dalam program yang 

dilakukan oleh Entitas Utama. 
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6) Memastikan kepatuhan Entitas Utama terhadap komitmen yang dibuat oleh 

Entitas Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau 

otoritas pengawas lain yang berwenang, Divisi Compliance bersama SKAI 

Entitas Utama bersama-sama melakukan pemantauan penyelesaian temuan 

regulator/otoritas di atas. 

7) Melakukan Analisa Dampak Peraturan Eksternal dan dikomunikasikan kepada 

unit organisasi terkait. 

 
b. Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU - 

PPT); 

1) Memastikan 5 (lima) pilar penerapan APU - PPT terlaksana, yakni: 

a) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama; 

b) kebijakan dan prosedur; 

c) pengendalian intern; 

d) sistem informasi manajemen; dan 

e) sumber daya manusia dan pelatihan. 

2) Mengelola kebijakan APU - PPT. 

3) Melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK). 

4) Melakukan supervisi atas implementasi APU - PPT ke Kantor Cabang Dalam 

Negeri dan Luar Negeri Entitas Utama. 

5) Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai baru dan existing. 

6) Memberikan advis terkait APU - PPT. 

7) Memberikan kajian APU - PPT atas produk/aktivitas baru. 

8) Melakukan pengembangan sistem informasi dalam rangka mengidentifikasi, 

memantau dan melakukan pelaporan terkait penerapan APU - PPT. 

 
3. Independensi 

Berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh regulator terkait Pelaksanaan Fungsi 

Kepatuhan Bank Umum dan kertas kerja Basel Committee mengharuskan Satuan 

Kerja Kepatuhan Bank untuk Independen. Independensi tersebut diwujudkan antara 

lain dalam bentuk: 
 

a. Pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan dengan satuan 

kerja/pegawai yang melaksanakan kegiatan operasional (risk taking unit). 

b. Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi yang 

menyebabkan pejabat/staf menghadapi conflict of interest dalam melaksanakan 

tanggung jawab fungsi kepatuhan. 

 

Divisi Compliance sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Bank merupakan satuan kerja 

yang independen dan terpisah dari kegiatan operasional (risk taking unit). Sesuai 

dengan ketentuan fungsi kepatuhan, Divisi Compliance dapat berkomunikasi 
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langsung kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk mengkomunikasikan 

berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan fungsi kepatuhan. 

 

G. Internal Audit (SKAI Entitas Utama) 

 

1. Kedudukan Organisasi SKAI Entitas Utama 

SKAI Entitas Utama merupakan organisasi yang secara struktur berada di bawah dan 
memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama Entitas Utama 
dan/atau secara dotted line kepada Dewan Komisaris Entitas Utama. Disisi lain, 
pemberhentian dan pengangkatan Pemimpin SKAI Entitas Utama dilaksanakan oleh 
Direktur Utama Entitas Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan 
mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. 
 
Disamping itu, SKAI Entitas Utama juga memiliki garis komunikasi dan pelaporan 
kepada Direktur Utama Entitas Utama dimana salinan disampaikan kepada Dewan 
Komisaris, Komite Audit dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada 
Entitas Utama.  

 
2. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI Entitas Utama  

Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilakukan SKAI Entitas Utama, merupakan 
tanggung jawab Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang 
membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Entitas Utama yang mengacu pada Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, 
sebagai berikut: 

 

a. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan 
pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, 
pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit dan SKAI Entitas Utama selaku 
Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, independen terhadap satuan kerja 
operasional maupun Perusahaan Anak/afiliasi yang dimiliki Entitas Utama; 

b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang 
keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi 
informasi, dan kegiatan lainnya; 

c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif terhadap hasil 
pemeriksaan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan 
tersebut kepada Direktur Utama Entitas Utama, dan Dewan Komisaris Entitas 
Utama dengan salinannya kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan 
Fungsi Kepatuhan; 

d. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Entitas Utama untuk memberikan 
nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan 
tata kelola perusahaan sepanjang tidak memengaruhi independensi dan objektivitas 
SKAI Entitas Utama, serta tersedia sumber daya yang memadai; 

e. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta menyampaikan Laporan 
Pending Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris 
Entitas Utama secara periodik; dan 

f. Melakukan audit pendalaman sesuai permintaan Direksi dan/atau Dewan Komisaris 
Entitas Utama, atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu objek 
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atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi pelanggaran dan/atau fraud 
apabila diperlukan. 

 
3. Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin SKAI Entitas Utama 

a. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Penerapan Fungsi Audit 
Intern Pada Bank Umum dan Kode Etik Audit Intern; 

b. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan tujuan, ruang lingkup, dan 
rencana atau jadual serta teknik audit; 

c. Menetapkan strategi, metodologi, perangkat, pendekatan audit serta pelaksanaan 
pengedalian mutu dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditetapkan 
termasuk terhadap Perusahaan Anak/afiliasi yang dimiliki Entitas Utama, yang 
berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi; 

d. Memastikan Auditor SKAI Entitas Utama mengikuti pengembangan profesional 
berkelanjutan serta pelatihan yang cukup di bidangnya agar dapat mengikuti 
perkembangan perusahaan; 

e. Menyusun dan mengkaji secara periodik Piagam Audit Intern SKAI Entitas Utama 
dan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Satuan Kerja Audit 
Terintegrasi terkait Pengembangan Kualitas Audit Bagi Konglomerasi Keuangan 
BNI; 

f. Menyusun Rencana Audit Tahunan dan Konsultasi Tahunan berserta alokasi 
anggaran yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama 
dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, serta memantau realisasi 
pelaksanaannya; 

g. Melaporkan segera atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu 
kelangsungan usaha Entitas Utama kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris 
Entitas Utama, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang 
membawahkan Fungsi Kepatuhan, serta memantau tindak lanjutnya; 

h. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta menyampaikan Laporan 
Pending Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris 
Entitas Utama secara periodik; dan 

i. Memastikan dalam penggunaan jasa pihak ekstern aktivitas audit intern hanya 
bersifat sementara untuk tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi 
SKAI Entitas Utama, serta telah sesuai dengan piagam audit intern yang berlaku di 
Entitas Utama. 

 
4. Wewenang SKAI Entitas Utama 

a. Melakukan akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, 
informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area, dan sumber daya lain Entitas Utama 
termasuk terhadap Perusahaan Anak/afiliasi yang dimiliki Entitas Utama, yang 
berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi; 

b. Melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan teknis pemeriksaan lainnya 
kepada nasabah atau pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan audit dan 
konsultasi; 

c. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan 
Komite Audit Entitas Utama; 

d. Melakukan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, 
dan Komite Audit Entitas Utama; 
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e. Mengikuti rapat yang bersifat strategis; 
f. Meminta bantuan dari unit kerja lain atau menggunakan jasa pihak ekstern dalam 

pelaksanaan audit apabila dipandang perlu; dan 
g. Melakukan koordinasi dan membangun hubungan sinergis dengan unit/fungsi 

penyelenggaraan assurance lainnya (compliance unit dan manajemen risiko) guna 
memperoleh hasil audit yang komprehensif dan optimal. 

 
5. Independensi dan Objektivitas 

SKAI Entitas Utama dan masing-masing auditornya harus memiliki independensi dan 
objektivitas dalam melakukan audit dan konsultasi, yang diwujudkan dengan: 

 
 

a. Pemimpin dan pegawai SKAI Entitas Utama tidak diperkenankan untuk: 
1) Mempunyai wewenang dan tanggung jawab atau terlibat/melakukan kegiatan 

operasional Entitas Utama atau Perusahaan Anak/afiliasi yang dimiliki Entitas 
Utama; 

2) Mengambil inisiatif dan menyetujui transaksi akuntansi, kecuali transaksi intern 
SKAI Entitas Utama; dan 

3) Terlibat dalam pengambilan keputusan atas suatu kegiatan operasional Entitas 
Utama. 

b. SKAI Entitas Utama harus memiliki ketentuan yang mengatur pelaksanaan 
penugasan audit yang mampu menjaga objektivitas auditor dan pimpinan SKAI 
Entitas Utama atas objek yang diperiksa. Auditor intern tidak dilibatkan dalam 
penugasan audit atas suatu objek audit/auditee, apabila terdapat hal-hal sebagai 
berikut. 
1) Terdapat pegawai di unit auditee yang memiliki hubungan keluarga dengan 

auditor intern sampai dengan derajat kedua baik hubungan horizontal maupun 
vertikal dengan auditor; 

2) Auditor intern pernah menjadi pegawai di unit auditee, baik sebagai pimpinan 
maupun non pimpinan. Kepada auditor intern tersebut dapat diberikan 
penugasan dengan catatan, minimal telah dilakukan audit terhadap unit auditee 
dimaksud sebanyak 1 (satu) kali dan/atau setelah melewati periode 1 (satu) 
tahun; 

3) Auditor intern tidak diperkenankan melakukan audit terhadap suatu auditee 2 
(dua) kali berturut-turut sebagai ketua tim; dan 

4) Auditor intern tidak diperkenankan melakukan audit terhadap suatu objek audit 
dimana auditor intern tersebut sebelumnya terlibat dalam memberikan jasa 
konsultasi atas objek tersebut. 

c. Pemimpin SKAI Entitas Utama memiliki kewenangan dalam menentukan sumber 
daya dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai 
dengan rencana audit tahunan. 

d. Pegawai SKAI Entitas Utama harus menyampaikan informasi/hal-hal yang akan 
mengganggu independensi dan objektivitas dalam penugasan audit dan 
konsultasi kepada Pemimpin SKAI Entitas Utama. 

e. Proses pelaksanaan dan pelaporan hasil audit dan konsultasi dilakukan review 
oleh pihak intern dan ekstern. 
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6. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) 

Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dasar pelaksanaan tugas 
auditor intern yang mencakup wewenang, kedudukan dan tanggung jawab sedemikian 
rupa di dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya. 
 

Piagam Audit Intern merupakan dokumen resmi yang ditandatangani oleh Direktur 
Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama yang memuat: 
a. Struktur dan kedudukan SKAI Entitas Utama; 
b. Tugas dan tanggung jawab SKAI Entitas Utama serta hubungan dengan unit kerja 

yang melakukan fungsi pengendalian lain; 
c. Wewenang SKAI Entitas Utama; 
d. Kode Etik Audit Intern; 
e. Persyaratan auditor intern dalam SKAI Entitas Utama; 
f. Pertanggungjawaban SKAI Entitas Utama; 
g. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam 

SKAI Entitas Utama dari pelaksanaan kegiatan operasional Entitas Utama termasuk 
dalam Perusahaan Anak; 

h. Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern; 
i. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI Entitas Utama untuk menjaga 

independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas 
khusus lain; 

j. Tanggung jawab dan akuntabilitas Pemimpin SKAI Entitas Utama; 
k. Persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern; 
l. Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor 

ekstern; 
m. Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (cooling-off 

period) penugasan yang memadai kepada anggota SKAI Entitas Utama; 
n. Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (cooling-off period) yang 

memadai bagi pihak ekstern. 
 
7. Pelaporan 

SKAI Entitas Utama wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi audit 
intern kepada OJK yaitu: 
a. Laporan pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI disertai dengan Surat 

Keputusan Direktur Utama, Surat Persetujuan Dewan Komisaris dan rekomendasi 
Komite Audit yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama paling 
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian 
Kepala SKAI secara luring. 

b. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat 
membahayakan kelangsungan usaha Entitas Utama, yang ditandatangani oleh 
Direktur Utama Entitas Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua 
Komite Audit. Laporan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak temuan audit 
ditemukan. 

c. Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern dimana menunjuk pengendali mutu 
independent dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI 
Entitas Utama, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Laporan 
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tersebut dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun yaitu periode bulan Juli dengan bulan 
Juni tahun ketiga berikutnya. Dimana, penyampaian laporan tersebut telah 
ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Entitas Utama, yang 
selambat-lambatnya disampaikan 2 (dua) bulan setelah periode pengkajian 
berakhir. 

d. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang ditandatangani oleh 
Direktur Utama Entitas Utama dan Komisaris Independen yang menjadi ketua 
Komite Audit. Penyampaian laporan dilaksanakan secara semesteran paling 
lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan semester I dan tanggal 31 Januari tahun 
berikutnya semester II secara daring melalui sistem pelaporan OJK. 

 
H. Divisi Enterprise Risk Management 

 
1. Struktur 

Fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko Entitas Utama dilaksanakan oleh Divisi 
Enterprise Risk Management. Secara hirarki, organisasi Divisi Enterprise Risk 
Management berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang 
membawahkan Fungsi Manajemen Risiko Entitas Utama. 
 

2. Tugas dan Tanggung Jawab 

a. Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko bank. 
b. Memantau posisi risiko secara keseluruhan (composite), per jenis risiko, per jenis 

aktivitas fungsional serta melakukan stress testing. 
c. Mengembangkan dan mengevaluasi akurasi model yang digunakan untuk 

mengukur risiko. 
d. Mengkaji usulan produk dan aktivitas baru dari aspek risiko. 
e. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (risk taking unit) sesuai 

kewenangan yang dimiliki. 
f. Mengevaluasi independensi dan efektivitas infrastruktur pengelolaan risiko bank 

secara rutin. 
g. Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko antara lain melalui penerapan sistem 

pengendalian risiko yang terintegrasi serta penetapan risk appetite dan limit risiko. 
h. Menyusun dan menyampaikan laporan risiko secara berkala kepada Direksi Entitas 

Utama melalui Direktur Entitas Utama yang membawahkan Fungsi Manajemen 
Risiko. 

i. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan 4 (empat) risiko utama yaitu risiko kredit, 
risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas, serta berkoordinasi dengan 
oversight functional unit dalam pengelolaan 4 (empat) risiko lainnya (other risk) yaitu 
risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. 

 
Memantau pelaksanaan manajemen risiko di masing-masing perusahaan anak antara 
lain melalui penerapan sistem pengendalian risiko serta pemantauan limit risiko. 

 
3. Independensi 

Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tanggung 
jawabnya independen terhadap Satuan Kerja Operasional (Risk Taking Unit) serta 
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tidak melakukan aktivitas yang terkait dengan bisnis Entitas Utama, dimana Satuan 
Kerja Manajemen Risiko bertindak sebagai Risk Control Unit. 
 
Risiko merupakan tanggung jawab semua unit, dengan demikian diperlukan kejelasan 
tugas dan tanggung jawab antar unit dalam hal pengelolaan risiko melalui penerapan 
konsep Three Lines of Defense yang merupakan model koordinasi manajemen risiko 
di dalam suatu organisasi yang membagi fungsi organisasi menjadi 3 (tiga) lapis 
pertahanan terhadap risiko yang independen dalam melaksanakan fungsinya sebagai 
berikut: 

 
a. Satuan Kerja Operasional (Risk Taking Unit) sebagai Pemilik Risiko: 

1) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko yang 
melekat pada aktivitas keseharian (day-to-day) bisnis atau fungsinya. 

2) Melakukan fungsi identifikasi, pengukuran, mitigasi, pemantauan dan 
pelaporan risiko yang melekat pada aktivitas bisnis/ fungsi sesuai dengan 
strategi/ kebijakan/ parameter risiko yang telah ditetapkan oleh Risk Control 
Unit. 

 
b. Risk Control Unit 

1) Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko, termasuk risk 
appetite dan limit. 

2) Menyusun kerangka kerja, kebijakan, prinsip, perangkat, metodologi dan 
standar pengelolaan risiko. 

3) Berperan sebagai unit pengawas risiko, melakukan agregasi dan pelaporan 
risiko secara keseluruhan. 

4) Memberikan saran atau rekomendasi kepada Satuan Kerja Operasional selaku 
Risk Taking Unit dalam mengimplementasikan kebijakan Manajemen Risiko 
sesuai kewenangan. 

5) Melakukan eskalasi permasalahan serta keputusan penting kepada Direksi 
Entitas Utama/Risk Management Committee/Dewan Komisaris. 
 

c. Risk Assurance Unit 
1) Melakukan audit intern secara independen dan periodik terhadap implementasi 

manajemen risiko dan pengendalian intern. 
2) Menyusun rekomendasi/langkah perbaikan dan memantau pelaksanaannya. 
3) Melaporkan hasil audit ke Komite Audit dan pemangku kepentingan utama 

sesuai kewenangan. 
 
I. Divisi Subsidiaries Development 

 
1. Struktur 

Divisi Subsidiaries Development dibentuk untuk membantu Direksi Entitas Utama 
dalam pengembangan dan optimalisasi Perusahaan Anak sehingga dapat memberikan 
kontribusi laba yang optimal bagi Konglomerasi Keuangan BNI. 

 
2. Tugas dan Tanggung Jawab 

Dalam rangka mendukung pencapaian maksud tersebut, maka dilakukan fungsi dan 
aktivitas, yaitu: 
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a. Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan Anak; 
b. Penyeliaan Perusahaan Anak yang melakukan pengelolaan inisiasi bisnis, sinergi 

dan risiko Perusahaan Anak secara end to end; dan  
c. Membantu dalam koordinasi dan komunikasi antara pengelola Human Capital di 

Perusahaan Anak dan pengelola Human Capital di Entitas Utama terkait 
pengelolaan sumber daya manusia BNI yang ditempatkan di Perusahaan Anak, 
pengurus Perusahaan Anak serta pengembangan kompetensi pegawai di 
Perusahaan Anak.  
 

J. Satuan Anti Fraud 
 
Satuan Anti Fraud bertanggung jawab atas penerapan 4 (empat) pilar penerapan Strategi 
Anti Fraud, yaitu: 
 
1. Pencegahan, paling kurang mencakup anti fraud awareness, identifikasi kerawanan 

dan know your employee. 
2. Deteksi, yakni langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan fraud 

dalam kegiatan bank, yang antara lain kebijakan dan mekanisme whistle blowing, 
surprise audit dan surveillance system. 

3. Investigasi, pelaporan dan sanksi, yakni langkah-langkah dalam rangka menggali 
informasi dan pengungkapan kasus (investigasi), sistem pelaporan dan pengenaan 
sanksi atas fraud. 

4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, merupakan bagian dari sistem pengendalian 
fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan 
mengevaluasi fraud yang terjadi, serta tindak lanjut perbaikannya (corrective action) 
untuk mencegah fraud. 
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BAB III 
TATA KELOLA PERUSAHAAN ANAK 

 
 
A. Direksi Perusahaan Anak 
 

1. Persyaratan untuk Dapat Dicalonkan Menjadi Anggota Direksi Perusahaan 
Anak 

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perusahaan Anak adalah orang 

perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri BUMN dan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan. 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Pengangkatan Anggota 

Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN dan peraturan 

perundang-undangan terkait, harus memenuhi persyaratan formal, persyaratan 

materiil dan persyaratan lainnya. 

 
a. Persyaratan formal calon anggota Direksi Perusahaan Anak: 

1) Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. 

2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah: 

a) dinyatakan pailit; 

b) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, 

Perusahaan Anak BUMN, dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; 

c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan 

negara, BUMN, Perusahaan Anak BUMN, perusahaan dan/atau yang 

berkaitan dengan sektor keuangan. 

 
b. Persyaratan materiil calon anggota Direksi Perusahaan Anak, meliputi: 

1) Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (track 

record) yang menunjukan keberhasilan pengurusan BUMN/ Perusahaan 

Anak /Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum 

pencalonan. 

2) Keahlian, dalam arti yang bersangkutan: 

a) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan 

yang bersangkutan; 

b) memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola 

perusahaan; 

c) memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

strategis dalam rangka pengembangan perusahaan. 

3) Integritas, yaitu tidak pernah terlibat: 

a) Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada tempat 

yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur); 
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b) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi 

komitmen yang disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja 

sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik); 

c) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara 

melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain 

sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik); 

d) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap 

ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan 

perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik). 

4) Kemampuan kepemimpinan, yaitu memiliki kemampuan untuk: 

a) Memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan. 

b) Mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan agar mampu 

melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan. 

c) Membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan 

motivasi kepada pejabat dan karyawan perusahaan untuk mampu 

mewujudkan tujuan perusahaan. 

5) Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk 

memajukan dan mengembangkan perusahaan yang bersangkutan. 

 

c. Persyaratan lainnya calon anggota Direksi Perusahaan Anak harus 

memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

1) bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak 

sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. 

2) bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri 

sebagai calon kepala/wakil kepala daerah. 

3) berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat sebagai Direksi 

Perusahaan Anak. 

4) tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN, 

Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat 

pemyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih 

sebagai Anggota Direksi Perusahaan Anak. 

5) tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi 

Perusahaan Anak, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia 

mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebaga Anggota Direksi 

Perusahaan Anak. 

6) tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada perusahaan yang 

bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut. 

7) memiliki dedikasi dan menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan 

tugasnya yang dinyatakan surat pernyatan yang bersangkutan. 
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8) sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang 

dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Direksi 

Perusahaan Anak) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

rumah sakit pemerintah. 

9) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan 

kewajiban membayar pajak selama dua tahun terakhir yang dibuktikan 

dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pajak Orang 

Pribadi. 
 

d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan 

Komisaris yang selama menjabat: 

1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; 

2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 

Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan 

pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 

Komisaris kepada RUPS; dan 

3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau 

pendaftaran dari regulator tidak memenuhi kewajiban menyampaikan 

laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada regulator. 

 

e. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar 

Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2. Prosedur Penjaringan, Penilaian dan Penetapan Direksi Perusahaan Anak 

Secara garis besar mekanisme pengangkatan Direksi Perusahaan Anak adalah 

sebagai berikut: 

a. Entitas Utama membentuk Tim Evaluasi yang diketuai oleh anggota Direksi 

Entitas Utama yang membidangi sumber daya manusia dan anggotanya berasal 

dari Divisi Compliance (CMP), Divisi Human Capital Strategy (HCS), dan Divisi 

Subsidiaries Development (SDV). 

b. Tim Evaluasi melakukan proses penjaringan dengan menerima usulan dan 

mencari informasi bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Anak dari berbagai 

sumber antara lain dari Entitas Utama selaku Pemegang Saham Mayoritas dan 

Perusahaan Anak (dhi. melalui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi 

Perusahaan Anak). 

c. Sebagai bagian dari proses penjaringan, Tim Evaluasi akan melakukan seleksi 

berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan untuk 

menyusun Daftar Bakal Calon (long list) yang berisikan sekurang-kurangnya 5 

(lima) orang untuk masing-masing jabatan Direksi Perusahaan Anak. 

Selanjutnya Tim Evaluasi menyerahkan long list tersebut kepada Direksi Entitas 

Utama guna memperoleh persetujuan. 

d. Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap bakal Calon Anggota Direksi 

Perusahaan Anak yang masuk dalam long list termasuk melakukan pemanggilan 
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terhadap Calon Anggota Direksi Perusahaan Anak untuk memperoleh calon-

calon terbaik. 

e. Dari hasil penilaian Tim Evaluasi terhadap bakal Calon Anggota Direksi 

Perusahaan Anak yang masuk dalam long list, diperoleh Daftar Calon (short list) 

yang terdiri dari 3 (tiga) calon dengan ranking nilai terbaik, yang akan 

disampaikan oleh Tim Evaluasi (dengan melampirkan penjelasan mengenai 

proses penetapan dan hasil penilaian lengkap) kepada Direksi BNI untuk 

penetapan Calon Direksi Perusahaan Anak terpilih. 

f. Berdasarkan Keputusan Direksi Entitas Utama menetapkan 1 (satu) Calon 

Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi Perusahaan Anak.  

g. Direksi Entitas Utama mengajukan surat permohonan persetujuan pengangkatan 

Calon Direksi Perusahaan Anak kepada Dewan Komisaris Entitas Utama yang 

memuat sekurang-kurangnya: 

1) Pernyataan pengusulan Calon Direksi Perusahaan Anak. Untuk pengusulan 

calon Direktur Utama Perusahaan Anak, Direksi Entitas Utama 

menyampaikan 3 (tiga) orang Calon Direksi dimana salah satunya adalah 

Calon Direksi terpilih yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Entitas 

Utama sebagaimana butir f di atas; 

2) Data Calon Direksi Perusahaan Anak yang diusulkan; 

3) Alasan usulan pengangkatan Calon Direksi Perusahaan Anak; 

4) Informasi bahwa Calon Direksi Perusahaan Anak tidak sedang menjabat 

sebagai pejabat pada Lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas pada BUMN, anggota Direksi pada BUMN, Perusahaan Anak 

dan/atau perusahaan lainnya; 

5) Informasi lain yang terdiri atas data Perusahaan Anak, data anggota Direksi 

Perusahaan Anak eksisting, dan penjelasan atas proses penjaringan, 

penilaian dan penetapan Calon Direksi Perusahaan Anak terpilih; 

6) Dokumen pendukung yang terdiri dari profil Perusahaan Anak, hasil 

assessment oleh Lembaga Profesional, daftar Riwayat hidup Calon Direksi 

Perusahaan Anak, dan hasil penilaian Tim Evaluasi. 

h. Apabila dipandang perlu, dalam rangka evaluasi terhadap usulan calon Direksi 

Perusahaan Anak terpilih, Dewan Komisaris Entitas Utama dapat melakukan 

wawancara terhadap calon Direksi terpilih dimaksud. 

i. Khusus untuk penetapan Anggota Direksi Perusahaan Anak selain yang menjadi 

kewenangan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna: 

1) Dewan Komisaris Entitas Utama akan menilai kembali Calon Anggota Direksi 

Perusahaan Anak terpilih untuk memberikan penetapan tertulis (setuju atau 

tidak setuju); 

2) Setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Entitas 

Utama, Direksi Entitas Utama mengajukan Calon Anggota Direksi 

Perusahaan Anak yang disetujui tersebut kepada Perusahaan Anak yang 
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bersangkutan untuk ditetapkan sebagai Anggota Direksi dalam RUPS 

Perusahaan Anak tersebut. 

j. Khusus untuk penetapan Anggota Direksi Perusahaan Anak yang menjadi 

kewenangan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna: 

1) Dewan Komisaris Entitas Utama akan memberikan pendapat dan 

rekomendasi atas Calon Direksi Perusahaan Anak yang diusulkan. 

2) Dalam hal Dewan Komisaris Entitas Utama sependapat dengan usulan 

Direksi Entitas Utama, maka Dewan Komisaris Entitas Utama harus 

menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Pemegang Saham Seri 

A Dwiwarna melalui Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan 

Informasi (khusus untuk Direktur Utama Perusahaan Anak). 

3) Setelah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, 

Dewan Komisaris Entitas Utama memberikan persetujuan tertulis kepada 

Direksi Entitas Utama. 

4) Setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Entitas 

Utama, Direksi Entitas Utama mengajukan Calon Anggota Direksi 

Perusahaan Anak yang disetujui tersebut kepada Perusahaan Anak yang 

bersangkutan untuk ditetapkan sebagai Anggota Direksi dalam RUPS 

Perusahaan Anak tersebut. 

k. Apabila dipandang perlu dalam rangka evaluasi terhadap usulan Calon Direksi 

Perusahaan Anak, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat melakukan 

wawancara terhadap calon yang diusulkan. 

l. Anggota Direksi Perusahaan Anak harus dinyatakan lulus uji kelayakan dan 

kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

m. Dalam rangka implementasi pelaksanaan good corporate governance khususnya 

dalam proses pengangkatan Direksi pada Perusahaan Anak dan afiliasi 

terkonsolidasi BUMN, Direksi Entitas Utama agar: 

1) Memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 

PER-03/MBU/2012 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota 

Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang 

Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris 

Anak Perusahaan BUMN dan perubahan-perubahannya secara mutatis 

mutandis kepada afiliasi terkonsolidasi BUMN antara lain cucu perusahaan 

BUMN. 

2) Mengonsultasikan setiap rencana pengangkatan Direksi pada anak 

perusahaan dan afiliasi terkonsolidasi BUMN kepada Kementerian BUMN (cq: 

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi), dengan 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3. Struktur 

a. Jumlah Direksi Perusahaan Anak mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku sesuai dengan bidang usaha yang menjadi bisnis 

Perusahaan Anak dan anggaran dasar Perusahaan Anak. 

b. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perusahaan Anak 

ditetapkan oleh RUPS Perusahaan Anak. Dalam hal RUPS Perusahaan Anak 

tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian 

tugas dan wewenang di antara Direksi Perusahaan Anak ditetapkan berdasarkan 

keputusan Direksi Perusahaan Anak. 

 

4. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab 

a. Menerapkan Tata Kelola yang baik pada masing-masing Perusahaan Anak 

anggota Konglomerasi Keuangan mengacu pada Pedoman Tata Kelola 

Terintegrasi dan ketentuan yang berlaku; 

b. Mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi 

serta Manajemen Permodalan Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI; 

c. Menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi dari audit intern, satuan kerja audit 

intern terintegrasi, dan auditor eksternal; 

d. Menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan/atau otoritas 

berwenang lain yang relevan (mana yang berlaku); 

e. Menyusun Tata Tertib Kerja; 

f. Menyelenggarakan Rapat Direksi Perusahaan Anak sebagaimana diatur lebih 

lanjut dalam Anggaran Dasar Perusahaan Anak; 

g. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta 

kegiatan usaha yang dilakukan oleh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BNI 

telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan 

OJK dan/atau otoritas berwenang lain yang relevan (mana yang berlaku); 

h. Menyusun kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko 

Terintegrasi secara komprehensif dan efektif di entitas masing-masing dengan 

memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi 

Risiko (risk tolerance), dengan berpedoman pada ketentuan mengenai 

Manajemen Risiko yang berlaku bagi masing-masing LJK Anggota Konglomerasi 

Keuangan BNI; 

i. Menindaklanjuti seluruh Risiko yang signifikan dan dampak yang ditimbulkan 

oleh Risiko dimaksud; 

j. Mengembangkan budaya risiko di masing-masing entitas LJK Anggota 

Konglomerasi Keuangan BNI sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko 

Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BNI; 

k. Bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko dan eksposur risiko pada 

masing-masing entitas LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BNI dengan 

mengacu kepada ketentuan yang berlaku; 
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l. Bertanggung jawab untuk memastikan fungsi manajemen risiko beroperasi 

secara independen; 

m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan terhadap hasil 

evaluasi dan saran-saran yang disampaikan oleh Entitas Utama kepada LJK 

Anggota Konglomerasi Keuangan BNI termasuk namun tidak terbatas dalam 

rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, dan 

Manajemen Permodalan Terintegrasi; 

n. Menindaklanjuti arahan atau rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi dan 

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka penyempurnaan 

pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko di LJK Anggota Konglomerasi 

Keuangan BNI;  

o. Menyediakan laporan, data dan/atau informasi lainnya secara lengkap, akurat, 

dan terkini kepada Entitas Utama terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi, 

Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Manajemen Permodalan Terintegrasi dalam 

rangka pemenuhan pelaporan ke OJK.; 

p. Direksi Perusahaan Anak bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan 

dengan pengurusan Perusahaan Anak untuk kepentingan Perusahaan Anak dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Anak serta mewakili Perusahaan 

Anak baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala 

kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan/atau keputusan 

RUPS Perusahaan Anak; 

q. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi Perusahaan Anak bertanggung jawab 

untuk: 

1) Setiap anggota Direksi Perusahaan Anak wajib dengan itikad baik dan penuh 

tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha 

Perusahaan Anak sesuai dengan kebijaksanaan umum serta petunjuk yang 

diberikan oleh RUPS Perusahaan Anak dengan mengindahkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2) Direksi Perusahaan Anak bertanggungjawab atas pengelolaan Perusahaan 

Anak, dengan kata lain, menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan 

Perusahaan Anak sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Anak, 

perumusan strategi atau kebijakan, serta memastikan perkembangan 

pencapaian hasil, dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas Perusahaan Anak. 

3) Setiap anggota Direksi Perusahaan Anak bertanggungjawab atas kerugian 

perusahaan yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

4) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Fungsi Audit Intern 

pada Bank Umum, Direksi Perusahaan Anak bertanggungjawab : 
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a) mengembangkan kerangka pengendalian intern (mengidentifikasi, 

mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi 

Perusahaan Anak); 

b) memastikan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) memperoleh informasi 

terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan 

perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan 

diantisipasi; 

c) memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu 

yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI; 

d) memastikan kepala Pemimpin SKAI memiliki sumber daya dan 

anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana 

Audit Tahunan; 

e) memastikan pelaksanaan audit intern di Perusahan Anak dilakukan 

dengan menggunakan standar audit pada Bank, dengan tetap 

memperhatikan ukuran, karakteristik dan kompleksitas usaha 

Perusahaan Anak. 

r. Melakukan supervisi atas tindak lanjut hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern 

yang dilaksanakan oleh Perusahaan Anak setiap semester. 

s. Melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana 

diatur dalam perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Anak. 

 

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan persyaratan, struktur, serta ewenang, tugas dan 

tanggung jawab anggota Direksi Perusahaan Anak diatur dalam Anggaran Dasar 

Perusahaan Anak. 

 

B. Direktur Perusahaan Anak yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan 

Dalam rangka memastikan kegiatan usaha Perusahaan Anak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku maka Direksi Perusahaan Anak wajib menugaskan 

salah satu anggota Direksi Perusahaan Anak untuk membawahkan Fungsi Kepatuhan 

pada Perusahaan Anak. Wewenang, tugas dan tanggung jawab Direktur yang 

membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Perusahaan Anak, paling kurang mencakup: 

1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan di Perusahaan 

Anak; 

2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan 

ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Anak; 

3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun 

ketentuan dan pedoman internal Perusahaan Anak; 

4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta 

kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan Anak telah sesuai dengan ketentuan OJK 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah bagi 

Perusahaan Anak yang melaksanakan Prinsip Syariah; 

5) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Perusahaan Anak; 
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6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil 

Direksi Perusahaan Anak tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

7) Memastikan penerapan program APU-PPT di Perusahaan Anak; 

8) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan. 
 

Wewenang, tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban 

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Perusahaan Anak sebagai 

anggota Direksi di Perusahaan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang 

Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan 

keputusan dari seluruh anggota Direksi Perusahaan Anak. 

 

C. Dewan Komisaris Perusahaan Anak 

1. Persyaratan untuk Dapat Dicalonkan Menjadi Anggota Dewan Komisaris 

Perusahaan Anak 

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak adalah 

orang perseorangan yang memenuhi persyaratan ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri BUMN dan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan. 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Pengangkatan Anggota 

Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN dan peraturan 

perundang-undangan terkait, harus memenuhi persyaratan formal, persyaratan 

materiil dan persyaratan lainnya. 
 

a. Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak: 

1) Orang Perseorangan. 

2) Cakap melakukan perbuatan hukum.  

3) Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum 

pencalonan. 

4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, 

Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) 

tahun sebelum pencalonan. 

5) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 

keuangan negara, BUMN, Perusahaan Anak, Perusahaan dan/atau yang 

berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum 

pencalonan. 
 

b. Persyaratan materiil, calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak, 

meliputi: 

1) Memenuhi persyaratan Integritas dan moral, yaitu tidak pernah terlibat: 
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a) Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, dalam 

pengurusan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan tempat yang 

bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur); 

b) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi 

komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Anak 

Perusahaan/Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja sebelum 

pencalonan (berperilaku tidak baik); 

c) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara 

melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain 

sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik); 

d) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap 

ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan 

perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik). 

2) Dedikasi. 

3) Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan 

dengan salah satu fungsi manajemen. 

4) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan dimana 

yang bersangkutan dicalonkan. 

5) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 

6) Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk 

memajukan dan mengembangkan perusahaan dimana yang bersangkutan 

dicalonkan. 
 

c. Persyaratan lainnya calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak, harus 

memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

1) bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak 

sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif; 

2) bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri 

sebagai calon kepala/wakil kepala daerah; 

3) tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN, 

Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat 

pemyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih 

sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak. 

4) tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan 

Komisaris Perusahaan Anak, kecuali menandatangani surat pernyataan 

bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai 

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak. 

5) tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang 

bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut. 
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6) sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat 

menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Dewan Komisaris) yang 

dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. 
 

d. tidak pernah menjadi anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang 

selama menjabat: 

1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; 

2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 

Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan 

pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 

Komisaris kepada RUPS; dan 

3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau 

pendaftaran dari regulator tidak memenuhi kewajiban menyampaikan 

laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada regulator. 
 

e. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan 

Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
2. Prosedur Penjaringan, Penilaian dan Penetapan Dewan Komisaris Perusahaan 

Anak 
 

Secara garis besar mekanisme pengangkatan Dewan Komisaris Perusahaan Anak 

adalah sebagai berikut: 

a. Direksi Entitas Utama membentuk Tim Evaluasi yang diketuai oleh anggota 

Direksi Entitas Utama yang membidangi sumber daya manusia dan anggotanya 

berasal dari Divisi Compliance (CMP), Divisi Human Capital Strategy (HCS), dan 

Divisi Subsidiaries Development (SDV). 

b. Tim Evaluasi melakukan proses penjaringan dengan menerima usulan dan 

mencari informasi bakal Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak dari 

berbagai sumber antara lain dari BNI selaku Pemegang Saham Mayoritas dan 

Perusahaan Anak (dhi. melalui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi 

Perusahaan Anak). 

c. Sebagai bagian dari proses penjaringan, Tim Evaluasi akan melakukan seleksi 

berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan untuk 

menyusun Daftar Bakal Calon (long list) yang berisikan sekurang-kurangnya 3 

(tiga) kali lipat jumlah jabatan Dewan Komisaris Perusahaan Anak. Selanjutnya 

Tim Evaluasi menyerahkan long list tersebut kepada Direksi Entitas Utama guna 

memperoleh persetujuan. 

d. Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap bakal Calon Anggota Dewan 

Komisaris Perusahaan Anak yang masuk dalam long list termasuk melakukan 

pemanggilan terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak untuk 

memperoleh calon-calon terbaik. 

e. Dari hasil penilaian Tim Evaluasi terhadap bakal Calon Anggota Dewan 

Komisaris Perusahaan Anak yang masuk dalam long list, diperoleh Daftar Calon 
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(short list) yang terdiri dari 2 (dua) kali lipat jabatan Dewan Komisaris yang 

lowong dengan ranking nilai terbaik, yang akan disampaikan oleh Tim Evaluasi 

(dengan melampirkan penjelasan mengenai proses penetapan dan hasil 

penilaian lengkap) kepada Direksi Entitas Utama untuk penetapan Calon 

Komisaris Perusahaan Anak terpilih. 

f. Berdasarkan Keputusan Direksi Entitas Utama menetapkan 1 (satu) Calon 

Dewan Komisaris Perusahaan Anak terpilih untuk masing-masing jabatan 

Anggota Dewan Komisaris. 

g. Direksi Entitas Utama mengajukan surat permohonan persetujuan pengangkatan 

Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak kepada Dewan Komisaris 

Entitas Utama yang memuat sekurang-kurangnya: 

1) Pernyataan pengusulan Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak; 

2) Data Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak yang diusulkan; 

3) Alasan usulan pengangkatan Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan 

Anak; 

4) Informasi bahwa Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak 

sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan 

Komisaris Perusahaan Anak; 

5) Informasi lain yang terdiri atas data Perusahaan Anak, data anggota Dewan 

Komisaris Perusahaan Anak eksisting, dan penjelasan atas proses 

penjaringan, penilaian dan penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris 

Perusahaan Anak terpilih; 

6) Dokumen pendukung yang terdiri dari profil Perusahaan Anak, daftar 

Riwayat hidup Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak, dan hasil 

penilaian Tim Evaluasi. 

h. Khusus untuk penetapan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak selain 

yang menjadi kewenangan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna: 

1) Dewan Komisaris Entitas Utama akan menilai kembali Calon Anggota 

Dewan Komisaris Perusahaan Anak terpilih untuk memberikan penetapan 

tertulis (setuju atau tidak setuju). 

2) Setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Entitas 

Utama, Direksi Entitas Utama mengajukan Calon Anggota Dewan Komisaris 

Perusahaan Anak yang disetujui tersebut kepada Perusahaan Anak yang 

bersangkutan untuk ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisaris dalam 

RUPS Perusahaan Anak tersebut. 

i. Khusus untuk penetapan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak yang 

menjadi kewenangan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna: 

1) Dewan Komisaris Entitas Utama akan memberikan pendapat dan 

rekomendasi atas Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak yang 

diusulkan. 
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2) Dalam hal Dewan Komisaris Entitas Utama sependapat dengan usulan 

Direksi Entitas Utama, maka Dewan Komisaris Entitas Utama harus 

menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Pemegang Saham Seri 

A Dwiwarna melalui Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan 

Informasi (khusus untuk Dewan Komisaris Perusahaan Anak). 

j. Apabila dipandang perlu dalam rangka evaluasi terhadap usulan Calon Anggota 

Dewan Komisaris Perusahaan Anak, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat 

melakukan wawancara terhadap calon yang diusulkan. 

k. Setelah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, 

Dewan Komisaris Entitas Utama memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi 

Entitas Utama. 

l. Setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Entitas Utama, 

Direksi Entitas Utama mengajukan Calon Anggota Dewan Komisaris 

Perusahaan Anak yang disetujui tersebut kepada Perusahaan Anak yang 

bersangkutan untuk ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan 

Anak dalam RUPS Perusahaan Anak tersebut. 

m. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak harus dinyatakan lulus uji 

kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

n. Dalam rangka implementasi pelaksanaan good corporate governance 

khususnya dalam proses pengangkatan Dewan Komisaris pada Perusahaan 

Anak dan afiliasi terkonsolidasi BUMN, Direksi Entitas Utama agar: 

1) Memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: 

PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan 

Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 

tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan 

Komisaris Anak Perusahaan BUMN dan perubahan-perubahannya secara 

mutatis mutandis kepada afiliasi terkonsolidasi BUMN antara lain cucu 

perusahaan BUMN. 

2) Mengonsultasikan setiap rencana pengangkatan Dewan Komisaris pada anak 

perusahaan dan afiliasi terkonsolidasi BUMN kepada Kementerian BUMN (cq: 

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi), dengan 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

o. Melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana 

diatur dalam perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Anak. 

 

3. Struktur 

Pengaturan terkait dengan struktur anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak 

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang 

usaha yang menjadi bisnis Perusahaan Anak dan anggaran dasar Perusahaan 

Anak.  
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4. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab 

a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, wewenang, tugas dan 

tanggung jawab Direksi Perusahaan Anak dan tindak lanjut hasil audit dari pihak 

intern dan ekstern. 

b. Bertanggungjawab mengkaji efektivitas dan efisiensi serta kualitas Sistem 

Pengendalian Intern. 

c. Membentuk Komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang 

mendukung wewenang, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 

Perusahaan Anak paling sedikit Komite atau fungsi pemantauan audit. 

d. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Anak sebagaimana 

diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perusahaan Anak. 

e. Menyusun Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perusahaan Anak. 

f. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perusahaan Anak 

yang dilakukan Direksi Perusahaan Anak. 

g. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi Perusahaan 

Anak serta menandatangani Laporan tersebut. 

h. Menyetujui arah perusahaan, rencana kerja dan anggaran, yang disusun oleh 

Direksi Perusahaan Anak, serta mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan Anak. 

i. Mengevaluasi dan menyetujui rencana investasi modal, akuisisi, penjualan 

Perusahaan Anak, dan aliansi strategis yang melewati batas nilai yang telah 

disepakati antara Direksi Perusahaan Anak dan Dewan Komisaris Perusahaan 

Anak. 

j. Memberikan input terhadap kebijaksanaan pengendalian risiko dan 

mengevaluasi integritas sistem pengendalian risiko. 

k. Mengevaluasi kinerja Direksi Perusahaan Anak dan menetapkan kompensasi 

Direksi Perusahaan Anak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh RUPS 

Perusahaan Anak. 

l. Memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memenuhi segala peraturan hukum 

yang berlaku dan memenuhi standar transparansi yang berlaku. 

m. Memastikan integritas sistem pelaporan akuntansi dan finansial Perusahaan 

Anak termasuk internal dan eksternal audit dan memastikan bahwa Perusahaan 

Anak telah menerapkan sistem kontrol yang memadai, terutama dalam 

pengendalian risiko, finansial dan compliance. 

n. Mengajukan nominasi Direksi Perusahaan Anak atau Dewan Komisaris 

Perusahaan Anak untuk masa jabatan berikutnya atau untuk mengisi jabatan 

yang lowong kepada Pemegang Saham secara transparan. 

o. Memastikan Direksi Perusahaan Anak telah mempunyai “succession plan” yang 

efektif untuk menjamin kesinambungan dalam kepemimpinan Perusahaan Anak. 

p. Memberi nasehat kepada Direksi Perusahaan Anak termasuk mengenai rencana 

pengembangan Perusahaan Anak, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 

Perusahaan Anak, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan 
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keputusan RUPS Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

q. Menyetujui Tata Tertib Kerja Direksi Perusahaan Anak dan Dewan Komisaris 

Perusahaan Anak (Board Manual) yang disusun oleh Direksi Perusahaan Anak. 

 

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan persyaratan, struktur, serta wewenang tugas 

dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak diatur dalam 

Anggaran Dasar Perusahaan Anak. 

 

5. Independensi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak 

a. Antara para anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi 

Perusahaan Anak tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan 

derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan 

semenda (menantu atau ipar). 

b. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak hanya dapat merangkap jabatan 

sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan 

Anak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak boleh memperoleh 

keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan Anak, selain dari kompensasi yang 

sudah diatur sebelumnya, dan/atau kenaikan nilai saham yang dimiliki, ataupun 

dividen saham yang dimilikinya. 

d. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak yang mengalami konflik 

kepentingan wajib melapor ke Komisaris Utama Perusahaan Anak secepatnya. 

Sehingga apabila terjadi kasus dapat dilakukan pertimbangan tanpa melibatkan 

anggota yang mengalami konflik tersebut. 

 

D. Dewan Pengawas Syariah  

Perusahaan Anak yang mempunyai bidang usaha syariah harus menunjuk Dewan 

Pengawas Syariah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan Anak dengan memperhatikan ketentuan 

sebagai berikut: 

 

1. Persyaratan 

a. Integritas, yang paling kurang mencakup: 

1) cakap dalam melakukan perbuatan hukum 

2) memiliki akhlak dan moral yang baik; paling sedikit ditunjukkan dengan sikap 

mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena 

terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum 

dicalonkan. 

3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan 

peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; 
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4) memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank dan/atau Perusahaan 

Anak yang sehat dan tangguh (sustainable); dan 

5) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam 

ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang 

ditetapkan oleh OJK. 

6) tidak termasuk pihak yang dilarang menjadi Pihak Utama 

b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan, kemampuan, 

pengalaman, dan keahlian di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan di 

bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum, meliputi antara lain 

1) Kemampuan untuk mendukung pengelolaan pada Perusahaan Anak. 

2) Pengetahuan memiliki struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan 

tanggung jawab. 

3) Pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal. 

4) Pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik. 

5) Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan pada industri yang 

dijabat. 

c. Reputasi keuangan, antara lain dibuktikan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum 

pengangkatan dan selama menjabat yang paling kurang mencakup: 

1) tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan 

2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota 

Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit. 

d. Usulan calon anggota Dewan Pengawas Syariah harus mendapat rekomendasi 

kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

e. Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK atas calon 

anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapatkan rekomendasi 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

 

2. Struktur 

Pengaturan terkait dengan struktur anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan 

Anak mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan 

bidang usaha yang menjadi bisnis Perusahaan Anak. 

 

3. Tugas dan Tanggung Jawab 

a. Bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi 

Perusahaan Anak serta mengawasi kegiatan usahanya agar sesuai dengan 

Prinsip Syariah yang meliputi: 

1) menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman 

operasional dan produk yang dikeluarkan Perusahaan; 

2) mengawasi proses pengembangan produk baru Perusahaan agar sesuai 

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia; 
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3) meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru 

Perusahaan yang belum ada fatwanya; 

4) melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap 

mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 

Perusahaan; dan 

5) meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja 

Perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 

b. Menyusun Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah. 

 

E. Pelaksanaan Audit Ekstern 

Pengaturan terkait pelaksanaan Audit Ekstern Perusahaan Anak mengacu pada 

ketentuan Bank Induk (dhi. Entitas Utama). 

 

F. Satuan Kerja Kepatuhan 

1. Struktur 

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi kepatuhan di Perusahaan Anak, maka 

masing-masing Perusahaan Anak wajib memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang 

independen. Adapun yang dimaksud dengan Satuan Kerja Kepatuhan disini adalah 

unit kerja atau pejabat yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Anak untuk 

menjalankan fungsi kepatuhan. 

 

Dalam hal ketentuan yang berlaku bagi masing-masing Perusahaan Anak 

menentukan bahwa pelaksana fungsi kepatuhan tidak harus dibentuk dalam Satuan 

Kerja yang terpisah, maka pelaksanaan fungsi kepatuhan dapat dilekatkan pada 

satuan kerja lainnya sepanjang satuan kerja/staf yang melakukan fungsi kepatuhan 

tersebut independen. 
 

Independensi tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk: 

 
a. Pemisahan satuan kerja/pejabat yang melaksanakan fungsi kepatuhan dengan 

satuan kerja/pegawai yang melaksanakan kegiatan operasional (risk taking unit). 
b. Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan/yang melaksanakan fungsi kepatuhan 

dilarang ditempatkan pada posisi yang menyebabkan pejabat/staf menghadapi 
conflict of interest dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan. 

 

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur 

Perusahaan Anak yang membawahkan fungsi kepatuhan. 

 
Satuan Kerja Kepatuhan yang melaksanakan fungsi kepatuhan melakukan tindakan 

paling kurang mencakup: 

a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi 

dan kegiatan di masing-masing Perusahaan Anak; 
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b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh masing-masing Perusahaan 

Anak; 

c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan 

usaha yang dilakukan oleh masing-masing Perusahaan Anak telah sesuai dengan 

ketentuan Regulator (antara lain OJK, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, 

dsb) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah 

bagi Perusahaan Anak yang melaksanakan Prinsip Syariah; dan 

d. Memastikan kepatuhan masing-masing Perusahaan Anak terhadap komitmen 

yang dibuat oleh Perusahaan Anak kepada OJK, Bank Indonesia dan/atau 

otoritas pengawas lain yang berwenang. 

e. Memastikan Penerapan Program APU - PPT sesuai ketentuan yang berlaku di 

masing-masing Perusahaan Anak. 

 

2. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas Satuan Kerja Kepatuhan 

Perusahaan Anak memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab, paling sedikit: 

a. Penerapan Kepatuhan terhadap regulasi, dengan melaksanakan hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya 

Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan Anak pada setiap 

jenjang organisasi, antara lain memberikan sosialiasi dan pelatihan. 

2) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap 

Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi masing-masing 

Perusahaan Anak.  

3) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, 

ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan Anak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui 

aktivitas antara lain: 

a) Sertifikasi kepatuhan terhadap draft/rancangan kebijakan dan prosedur 

baru/updating. 

b) Memberikan opini kepatuhan baik tertulis maupun lisan kepada Direksi 

dan unit organisasi yang membutuhkan. 

4) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, 

sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perusahaan Anak telah sesuai 

dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

5) Memastikan kepatuhan Perusahaan Anak terhadap komitmen yang dibuat 

oleh Perusahaan Anak kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia 

dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, Satuan Kerja Kepatuhan 

bersama Audit Internal bersama-sama melakukan pemantauan 

penyelesaian temuan regulator/otoritas di atas. 
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6) Melakukan Analisa Dampak Peraturan Eksternal dan dikomunikasikan 

kepada unit organisasi terkait. 

 
b. Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU 

- PPT); 

1) Memastikan 5 (lima) pilar penerapan APU - PPT terlaksana, yakni: 

a) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama; 

b) kebijakan dan prosedur; 

c) pengendalian intern; 

d) sistem informasi manajemen; dan 

e) sumber daya manusia dan pelatihan. 

2) Mengelola kebijakan APU - PPT. 

3) Melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) dan otoritas-otoritas berwenang lainnya. 

4) Melakukan supervisi atas implementasi APU - PPT ke Unit Bisnis dan 

Operasional. 

5) Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai baru dan existing. 

6) Memberikan advis terkait APU - PPT. 

7) Melakukan pengembangan sistem informasi dalam rangka mengidentifikasi, 

memantau dan melakukan pelaporan terkait penerapan APU – PPT. 

 

c. Melaksanakan wewenang tugas dan tanggung jawab yang terkait  dengan fungsi 

kepatuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
3. Pelaporan  

a. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada 

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan masing-masing Perusahaan 

Anak secara periodik. 

b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan masing-

masing Perusahaan Anak kepada Divisi Compliance Entitas Utama secara 

periodik baik secara tertulis maupun forum komunikasi dalam pertemuan antara 

Divisi Compliance Entitas Utama dengan Unit Kepatuhan masing-masing 

Perusahaan Anak. 

c. Menyampaikan laporan Business Conduct masing-masing Perusahaan Anak 

kepada Divisi Compliance Entitas Utama setiap bulan. 

d. Menyiapkan laporan lainnya terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada 

regulator apabila diperlukan. 

 
G. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) 

Dalam rangka mengamankan kegiatan operasional Perusahaan Anak pada semua 

tingkatan manajemen, maka Perusahaan Anak harus membentuk Satuan Kerja Audit 
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Intern (SKAI) yang bentuk organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kompleksitas usaha Perusahaan Anak. 

 
1. Kedudukan Organisasi SKAI 

SKAI Perusahaan Anak secara struktur berada di bawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada Direktur Utama Perusahaan Anak dan memiliki garis 

komunikasi dan pelaporan kepada Dewan Komisaris Perusahaan Anak melalui 

Komite Audit. 

 

2. Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab SKAI 

Tugas utama SKAI Perusahaan Anak adalah membantu Direktur Utama Perusahaan 

Anak dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak dengan menjabarkan secara 

operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. 
 

Wewenang, tugas, dan tanggung jawab SKAI meliputi: 
 

a. Melakukan audit sesuai dengan rencana audit yang telah di-review oleh Dewan 

Komisaris Perusahaan Anak dan mendapatkan persetujuan Direktur Utama 

Perusahaan Anak. 

b. Melakukan audit sesuai permintaan Direksi, Dewan Komisaris Perusahaan Anak 

atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu obyek atau peristiwa 

yang diduga mengandung indikasi terjadinya fraud. 

c. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Perusahaan Anak untuk 

memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, 

pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi 

independensi dan obyektivitas serta tersedia sumber daya yang memadai. 

d. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern secara periodik, yang ditetapkan oleh 

Direktur Utama Perusahaan Anak setelah mendapat persetujuan dari Dewan 

Komisaris Perusahaan Anak dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite 

Audit. 

e. Melakukan sinergi pengembangan auditor SKAI Perusahaan Anak bersama 

dengan SKAI Entitas Utama sesuai yang tertuang dalam Nota Kesepahaman 

(Memorandum of Understanding) Satuan Kerja Audit Terintegrasi terkait 

Pengembangan Kualitas Audit bagi Konglomerasi Keuangan BNI. 

f. Melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan fungsi 

Audit lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Ruang lingkup pekerjaan audit SKAI harus mencakup seluruh aspek dan unsur 

kegiatan Perusahaan Anak yang secara langsung ataupun tidak langsung 

diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan 

Perusahaan Anak dan stakeholder. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan 

dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern dan 

kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi 
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Perusahaan Anak sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam 

membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen. 
 

Bagi Perusahaan Anak yang merupakan bank: 

a. SKAI Perusahaan Anak melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang 

membawahkan fungsi audit intern dari perusahaan induk;  

b. Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari 

Perusahaan Induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang 

lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang 

memadai pada Bank, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

c. Melaksanakan kaji ulang terhadap kinerja SKAI Perusahaan Anak oleh pihak 

ekstern paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun, untuk memastikan fungsi SKAI 

Perusahaan Anak telah memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Bagi Bank yang merupakan perusahaan induk, Direktur Utama dan Dewan Komisaris 

bertanggung jawab memastikan pelaksaan audit intern di perusahaan anak dilakukan 

dengan menggunakan standar audit pada Bank. Pelaksanaan audit intern di 

perusahaan anak tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan ukuran, 

karakteristik, dan kompleksitas usaha perusahaan anak. 

 

3. Independensi 

Kepala SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama Perusahaan Anak. Untuk 

mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam 

memantau tindak lanjut maka Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan 

Dewan Komisaris Perusahaan Anak untuk menginformasikan berbagai hal yang 

berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada 

Direktur Utama Perusahaan Anak dengan tembusan kepada Direktur Perusahaan 

Anak yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. 

 

4. Piagam Audit Intern SKAI 

Fungsi, wewenang dan tanggung jawab SKAI harus ditetapkan dalam dokumen 
Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank 
Umum yang sekurang-kurangnya harus memuat: 
a) Struktur dan Kedudukan SKAI; 

b) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja 

yang melakukan fungsi pengendalian lain; 

c) Wewenang SKAI; 

d) Kode Etik Audit Intern; 

e) Persyaratan auditor intern dalam SKAI; 

f) Pertanggungjawaban SKAI; 
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g) Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam 

SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan 

anak; 

h) Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit; 

i) Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga 

independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas 

khusus lain; 

j) Tanggung jawab dan akuntabilitas kepada SKAI; 

k) Persyaratan untuk mematuhi Standar Profesi Audit Intern; 

l) Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor 

ekstern; 

m) Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (cooling off 

period) penugasan yang memadai kepada anggota SKAI; 

n) Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (cooling off period) 

yang memadai bagi pihak ekstern. 

 

Hal-hal yang harus termuat dalam Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) 
sebagaimana tersebut di atas disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas 
masing-masing Perusahaan Anak, serta peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 

5. Pelaporan SKAI 

a. Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama Perusahaan Anak dan 

Dewan Komisaris Perusahaan Anak dengan tembusan kepada Direktur 

Perusahaan Anak yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. 

b. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit secara berkala 

yang akan disampaikan kepada regulator terkait apabila diperlukan. Laporan 

tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Anak dan Dewan 

Komisaris Perusahaan Anak. 

c. Menyiapkan segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat 

mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan Anak. Laporan tersebut harus 

segera disampaikan kepada regulator terkait oleh Direktur Utama Perusahaan 

Anak dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak. 

d. SKAI Perusahaan Anak menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi audit intern 

kepada SKAI Entitas Utama melalui forum komunikasi audit intern terintegrasi 

secara triwulanan. Laporan tersebut berisikan informasi mengenai: 

1. Rencana Audit Tahunan dan Periodik SKAI Perusahaan Anak. 

2. Realisasi pelaksanaan audit SKAI Perusahaan Anak. 

3. Pokok-pokok hasil audit SKAI Perusahaan Anak dan Audit Eksternal di 

Perusahaan Anak. 

4. Tindak lanjut penyelesaian hasil audit SKAI Perusahaan Anak, SKAI Entitas 

Utama dan Eksternal di Perusahaan Anak setiap triwulan. 
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5. Maturity Profile SKAI Perusahaan Anak (Formasi, Profil, Sertifikasi, dan 

Pelatihan). 

 

H. Satuan Kerja Manajemen Risiko 

1. Struktur Organisasi 

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, maka 
Perusahaan Anak membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko. 
 
Struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan kebutuhan 
dan kompleksitas usaha masing-masing Perusahaan Anak, risiko yang melekat pada 
Perusahaan Anak, serta mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh regulator 
masing-masing Perusahaan Anak. 
 
Satuan kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama 
Perusahaan Anak atau kepada Direktur Perusahaan Anak yang ditugaskan secara 
khusus. 
 

2. Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab 

Wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Satuan Kerja 
Manajemen Risiko masing-masing Perusahaan Anak secara umum, antara lain: 

a. Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko. 

b. Memantau posisi risiko secara keseluruhan (composite) per jenis risiko dan per 

jenis aktivitas fungsional. 

c. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (risk taking unit) 

sesuai kewenangan yang dimiliki. 

d. Mengevaluasi independensi dan efektivitas infrastruktur pengelolaan risiko bank 

secara rutin. 

e. Menyusun dan menyampaikan laporan risiko secara berkala kepada Satuan 

Kerja Manajemen Risiko Entitas Utama. 

f. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko pada masing-masing 

Perusahaan Anak. 

g. Memantau pelaksanaan manajemen risiko di masing-masing perusahaan anak 

antara lain melalui penerapan sistem pengendalian risiko serta pemantauan limit 

risiko. 

h. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan fungsi Manajemen 

Risiko lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Wewenang, tugas, dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko mengacu 
pada peraturan dan ketentuan dari regulator masing-masing Perusahaan Anak. 

 

Satuan Kerja Manajemen Risiko wajib menyusun dan menyampaikan laporan Risiko 
kepada Direktur Utama Perusahaan Anak atau Direktur Perusahaan Anak yang 
ditugaskan secara khusus dan Komite Manajemen Risiko secara berkala. 
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3. Independensi 

Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tanggung 

jawabnya independen terhadap Satuan Kerja Operasional (Risk Taking Unit). 

 

4. Pelaporan  

Perusahaan Anak sebagai anggota Konglomerasi Keuangan BNI menyampaikan 

laporan terkait manajemen risiko kepada BNI sebagai Entitas Utama secara berkala 

antara lain : 

1. Profil Risiko (beserta data pendukungnya) secara triwulanan 

2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (beserta data pendukungnya) 
secara semesteran 

3. Leading Risk Indicator 

4. Risk Appetite Terintegrasi  

5. Laporan Limit Risiko Terintegrasi 

 

I. Fungsi Pengembangan Perusahaan Anak pada Perusahaan Anak 

Perusahaan Anak (dhi. Perusahaan Anak pengendali) yang mempunyai perusahaan 

anak wajib memiliki fungsi pengembangan perusahaan anak untuk melakukan 

penyeliaan dan pengembangan usaha/bisnis perusahaan anak, agar dapat memberikan 

kontribusi laba yang optimal baik bagi Perusahaan Anak pengendali maupun bagi Entitas 

Utama secara konsolidasi. 
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BAB IV 

TATA KELOLA TERINTEGRASI  

PADA KONGLOMERASI KEUANGAN BNI 

 

 

Dalam rangka menerapkan Tata Kelola Terintegrasi, maka BNI selaku Entitas Utama dalam 

Konglomerasi Keuangan BNI bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 

 

A. Direksi Entitas Utama 

1. Direksi Entitas Utama wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam 

Konglomerasi Keuangan BNI. 

 

Wewenang, tugas, dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka 

memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi tersebut, Direksi BNI sebagai Entitas 

Utama bertugas dan bertanggung jawab untuk:  

a. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; 

b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola 

Terintegrasi; 

c. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris dalam rangka 

penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; 

d. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern 

Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil 

pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK Anggota Konglomerasi 

Keuangan BNI;  

e. Menyusun Piagam Korporasi yang wajib ditandatangani Direksi Entitas Utama 

dan Direksi Perusahaan Anak;  

f. Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK Anggota 

Konglomerasi Keuangan BNI dalam Konglomerasi Keuangan BNI;dan 

g. Menyediakan data, informasi, serta laporan yang berkaitan dengan penerapan 

Tata Kelola Terintegrasi kepada OJK. 

 
2. Tugas dan tanggung jawab Direktur Entitas Utama yang membawahkan fungsi Audit 

Intern terintegrasi dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi 

tersebut, sekurang-kurangnya adalah: 

a. Memastikan pelaksanaan audit intern di perusahaan anak dilakukan dengan 

menggunakan standar audit pada Bank dengan tetap memperhatikan ukuran, 

karakteristik, dan kompleksitas usaha perusahaan anak.  

b. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern 

terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 

dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam 

Konglomerasi Keuangan. 
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c. Melaksanakan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS. 

 
3. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi 

Kepatuhan pada Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola 

Terintegrasi tersebut, sekurang-kurangnya adalah: 

a. Memantau dan mengevaluasi efektifitas Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 

Terintegrasi dan penerapan program APU-PPT dalam Konglomerasi Keuangan;  

b. Mengembangkan budaya kepatuhan sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola 

Terintegrasi Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan; 

c. Menerima Laporan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dari Satuan Kerja Kepatuhan 

Terintegrasi; dan 

d. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung 

Jawab Kepatuhan Terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan 

Komisaris Entitas Utama. 

 

4. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi 

Manajemen Risiko pada Entitas Utama dalam rangka penerapan Manajemen Risiko 

Terintegrasi, Direksi BNI sebagai Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab 

untuk:  

a. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan 

komprehensif sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan tingkat 

risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance); 

b. Melaksanakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan, 

antara lain 

1) mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada 

Konglomerasi Keuangan; 

2) memastikan seluruh risiko yang signifikan dan dampak yang ditimbulkan oleh 

Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti; 

3) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris 

Entitas Utama secara berkala; dan 

4) mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif 

kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan dalam Konglomerasi 

Keuangan agar dipahami secara jelas. 

c. Mengembangkan budaya Risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen 

Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI; 

d. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup 

kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia pada Entitas 

Utama untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi; 

e. Memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan 

secara independen; 

f. Mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara 

berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi; 
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g. Mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal 

terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha 

Konglomerasi Keuangan secara signifikan; 

h. Memahami risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dalam Konglomerasi 

Keuangan dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai profil risiko 

Konglomerasi Keuangan, antara lain dengan memberikan rekomendasi atas 

usulan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada LJK Anggota Konglomerasi 

Keuangan BNI; 

i. Menyediakan data, informasi, serta laporan yang berkaitan dengan penerapan 

Manajemen Risiko Terintegrasi kepada OJK; 

j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris BNI 

secara berkala; dan 

k. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup 

kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia di BNI sebagai 

Entitas Utama untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi. 

 

5. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam Penerapan 

Manajemen Permodalan Terintegerasi dalam rangka memastikan penerapan 

Manajemen Permodalan Terintegrasi, Direksi BNI sebagai Entitas Utama  berwenang 

dan bertanggung jawab paling sedikit : 

a. Menyusun kebijakan, strategi dan prosedur permodalan secara terintegrasi 

sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko 

Konglomerasi Keuangan BNI; 

b. Melaksanakan kebijakan, strategi dan prosedur pengelolaan permodalan 

terintegrasi; dan  

c. Menyediakan data, informasi, serta laporan yang berkaitan dengan penerapan 

Manajemen Permodalan Terintegrasi kepada OJK. 

 

B. Dewan Komisaris Entitas Utama 

Dewan Komisaris Entitas Utama wajib melakukan pengawasan atas penerapan Tata 
Kelola Terintegrasi. 
 
Wewenang, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka 
melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sekurang-kurangnya 
adalah: 
 
1. Mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing Perusahaan 

Anak agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan selaras dengan 

kebijakan Manajemen Risiko Entitas Utama. 

2. Mengawasi pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas 

Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas 

pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
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3. Mengesahkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah disusun oleh Direksi 

Entitas Utama. 

4. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka 

penyempurnaan yang berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi. 

5. Menerima laporan pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab Kepatuhan 

Terintegrasi dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Entitas 

Utama. 

6. Mengawasi penerapan Audit Intern pada Perusahaan Anak agar selaras dengan 

kebijakan Audit Intern Entitas Utama. 

7. Menerima laporan Audit Intern Terintegrasi dari Satuan Kerja Audit Intern 

Terintegrasi. 

8. Menerima laporan dari Komite Tata Kelola Terintegrasi mengenai hasil penilaian 

Kepatuhan dan Audit Internal Terintegrasi. 

9. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris Entitas 

Utama wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 

semester dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dapat dilaksanakan melalui video 

conference. 

b. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan 

didokumentasikan secara baik. 

c. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan 

Komisaris Entitas Utama dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta 

alasan perbedaan pendapat. 

10. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris 

Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pelaksanaan 

wewenang, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama sebagai 

Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan. 

11. Dewan Komisaris Entitas Utama wajib melakukan pengawasan atas penerapan 

Manajemen Risiko Terintegrasi. Wewenang, tugas dan tanggung jawab Dewan 

Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan 

Manajemen Risiko Terintegrasi sekurang-kurangnya adalah: 

a. Mengarahkan, menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko 

Terintegrasi. 

b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi 

Entitas Utama. 

c. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-

faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan. 

12. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar 

dan/atau keputusan RUPS. 
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C. Komite Tata Kelola Terintegrasi 

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris 
membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan ketentuan sebagai berikut: 

 
1. Keanggotaan 

Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling kurang terdiri dari: 
a. Seorang Komisaris Independen yang juga menjadi Ketua pada Komite yang 

berada di bawah Dewan Komisaris sebagai Ketua merangkap Anggota. 
b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk oleh masing-masing 

Perusahaan Anak sebagai anggota. 
c. Pihak Independen yang mempunyai kompetensi dalam membantu pelaksanaan 

tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi. 
d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Perusahaan Anak. 
 
Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata 
Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta 
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan 
memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. 

 
2. Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi 

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab 
paling sedikit: 
a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui 

penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan 
secara terintegrasi; dan 

b. Mengevaluasi pelaporan Tata Kelola Terintegrasi. 
c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk 

penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
d. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit intern, 

hukum, dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia 
dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh 
informasi, klarifikasi, serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi. 

e. Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata 
Kelola Terintegrasi wajib melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 
semester dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui video 

conference; 
2) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan 

didokumentasikan secara baik. 
3) Perbedaan pendapat (dissenting option) yang terjadi dalam rapat Komite Tata 

Kelola Terintegrasi dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta 
alasan perbedaan pendapat. 

 
D. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi 

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi ini, maka Divisi Compliance ditetapkan 
sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai 
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi tersebut, Divisi Compliance mempunyai tugas 
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memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing 
Perusahaan Anak. 
 
Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: 
1. Menyelaraskan metodologi pengelolaan risiko kepatuhan termasuk di dalamnya 

pelaksanaan ketentuan APU - PPT. 
2. Mengintegrasikan dan menyelaraskan kebijakan dan prosedur fungsi kepatuhan, 

termasuk didalamnya kebijakan dan prosedur APU - PPT. 
3. Koordinasi proses pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan internal dan 

eksternal. 
4. Koordinasi dalam pengembangan SDM Satuan Kerja Kepatuhan dalam 

Konglomerasi Keuangan BNI. 
5. Memastikan penerapan 4 (empat) fungsi kepatuhan dalam Konglomerasi Keuangan 

BNI, yakni:  
a. Budaya Kepatuhan 
b. Risiko Kepatuhan 
c. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha 

yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai ketentuan 
d. Memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap komitmen kepada 

regulator dan audit eksternal 
6. Memastikan penerapan 5 (lima) pilar APU - PPT terlaksana dalam Konglomerasi 

Keuangan BNI, yakni: 
a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama; 
b. Kebijakan dan prosedur; 
c. Pengendalian intern; 
d. Sistem informasi manajemen; dan 
e. Sumber daya manusia dan pelatihan. 

 
Sebagai pelaksanakan tugas tersebut di atas, Divisi Compliance sebagai Satuan Kerja 
Kepatuhan Terintegrasi menjalankan fungsi-fungsi pokok, yaitu: 
1. Menyusun kebijakan dan prosedur serta tools terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan 

terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI. 
2. Me-review, mengevaluasi, dan memberikan masukan terhadap kecukupan sistem, 

kebijakan, prosedur, serta tools dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan di Perusahaan 
Anak. 

3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dan APU PPT pada 
masing-masing Perusahaan Anak melalui penyampaian laporan pelaksanaan fungsi 
kepatuhan yang disampaikan masing-masing Perusahaan Anak kepada Divisi 
Compliance dan pertemuan antara Divisi Compliance dengan masing-masing 
Perusahaan Anak secara periodik. 

4. Mengidentifikasi dan menganalisa dampak peraturan eksternal terhadap Perusahaan 
Anak. 

5. Melakukan pemantauan terhadap aspek kepatuhan dari masing – masing 
Perusahaan Anak sesuai ketentuan eksternal di masing – masing Sektor Jasa 
Keuangan. 

6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab 
kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk 
melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak. 
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7. Melakukan pemantauan terhadap Business Conduct masing-masing Perusahaan 
Anak setiap bulan. 

8. Menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh Perusahaan Anak secara berkala 
terkait fungsi kepatuhan dan tata Kelola terintegrasi. 

 
E. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi 

Dalam rangka menjalankan fungsi audit intern terintegrasi, SKAI Entitas Utama 
ditetapkan sebagai SKAI Terintegrasi. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai SKAI 
Terintegrasi tersebut, SKAI Entitas Utama memiliki tugas utama: 

 
1. Mengevaluasi serta memberikan masukan terhadap kecukupan metodologi, 

kebijakan dan prosedur audit SKAI Perusahaan Anak sesuai dengan ukuran, 
karateristik dan kompleksitas Perusahaan Anak baik pada tahapan perencanaan 
audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit maupun pemantauan tindak lanjut 
penyelesaiannya. 

2. Menyampaikan laporan pokok-pokok hasil audit terintegrasi kepada Direktur Utama 
dan Dewan Komisaris Entitas Utama dengan tembusan kepada Direktur yang 
membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama. 

3. Memantau tindak lanjut hasil audit intern secara terintegrasi dan melaporkan hasilnya 
kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama dengan tembusan 
kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Entitas Utama. 

4. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Utama, Direktur yang 
ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak dan Dewan 
Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan 
Entitas Utama. 

5. Melakukan pemantauan serta monitoring tindak lanjut rekomendasi dari Komite Tata 
Kelola Terintegrasi. 

6. SKAI Entitas Utama sebagai Third Line of Defense memastikan pengendalian internal 
di setiap lini di lingkungan Konglomerasi Keuangan BNI, melalui pelaksanaan audit 
dan konsultasi pada Perusahaan Anak. SKAI Entitas Utama dapat melakukan audit 
dan konsultasi terhadap Perusahaan Anak tanpa memerlukan izin Dewan Komisaris 
Perusahaan Anak terlebih dahulu. 

7. SKAI Entitas Utama melakukan pengawasan internal atas semua area, kegiatan 
operasional dan bisnis serta berkoordinasi dengan fungsi pengawasan internal di 
Perusahaan Anak yang dituangkan dalam piagam pengawasan internal.  

8. Melakukan sinergi pengembangan auditor SKAI Perusahaan Anak bersama dengan 
SKAI BNI Induk sesuai yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of 
Understanding) Satuan Kerja Audit Terintegrasi terkait Pengembangan Kualitas Audit 
bagi Konglomerasi Keuangan BNI. 

 
Ruang lingkup audit intern terintegrasi adalah seluruh grup usaha dalam Konglomerasi 
Keuangan BNI mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan Perusahaan Anak yang 
secara langsung ataupun tidak langsung namun dengan tetap memperhatikan peraturan, 
ukuran, karateristik dan kompleksitas perusahaan anak. 

 
Untuk mendukung terlaksananya wewenang, tugas dan tanggung jawab tersebut maka 
dilakukan integrasi fungsi audit intern antara SKAI Entitas Utama dan SKAI Perusahaan 
Anak, meliputi : 
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1. Metodologi Audit 

SKAI Entitas Utama bersama SKAI Perusahaan Anak melakukan 
penyelarasan/evaluasi mencakup metodologi, kebijakan dan prosedur audit masing-
masing Perusahaan Anak sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas 
Perusahaan Anak, antara lain melalui: 
a. SKAI Entitas Utama mengkoordinasikan keselarasan metodologi risk-based audit 

yang digunakan oleh SKAI Perusahaan Anak. 
b. SKAI Entitas Utama memberikan masukan terhadap kecukupan Policy dan SOP 

Audit Perusahaan Anak. 
 

2. Perencanaan Audit 

SKAI Entitas Utama bersama SKAI Perusahaan Anak menyusun perencanaan Audit 
tahunan Terintegrasi dengan mekanisme sebagai berikut: 

 

a. SKAI Entitas Utama memberikan masukan terhadap rencana audit tahunan yang 
disusun oleh SKAI Perusahaan Anak berdasarkan fokus audit yang telah 
ditetapkan. 

b. Informasi mengenai hasil audit SKAI Perusahaan Anak digunakan oleh SKAI 
Entitas Utama sebagai bahan evaluasi dalam menyusun rencana audit terintegrasi. 

 
3. Pelaksanaan Audit 

Pelaksanaan audit terintegrasi dengan mekanisme: 
a. Audit dilaksanakan secara individual oleh SKAI Entitas Utama; 
b. Joint audit internal. 

 
4. Pengembangan Kompetensi SDM Terintegrasi 

SKAI Entitas Utama bersama SKAI Perusahaan Anak melakukan pengembangan 
auditor yang dapat dilakukan melalui mekanisme: 
a. SKAI Entitas Utama mengikutsertakan SKAI Perusahaan Anak dalam Pelatihan 

yang diselenggarakan SKAI Entitas Utama yaitu Refreshing Auditor. 
b. SKAI Entitas Utama dan SKAI Perusahaan Anak memberikan kesempatan 

magang auditornya di Perusahaan Anak maupun di SKAI Entitas Utama. 
 
5. SKAI Entitas Utama dapat menempatkan auditornya sebagai Pemimpin SKAI 

atau Auditor di Perusahaan Anak 

 
6. Wewenang SKAI Entitas Utama 

Wewenang SKAI Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi 
(SKAIT) yaitu : 

Wewenang SKAI Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi 
(SKAIT) mengacu kepada Pedoman Perusahaan Prosedur Pelaksanaan Audit Intern 
Terintegrasi dan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Satuan Kerja 
Audit Terintegrasi tentang Pengembangan Kualitas Audit Bagi Konglomerasi 
Keuangan BNI. 
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7. Pelaporan SKAI Terintegrasi 

SKAI Entitas Utama sebagai SKAI Terintegrasi menyampaikan Laporan Hasil Audit 
Intern Terintegrasi yang antara lain berisikan informasi terkait laporan pokok-pokok 
hasil audit intern terintegrasi dan tindak lanjut hasil audit intern terintegrasi, dengan 
waktu pelaporan sebagai berikut: 
a. Laporan disampaikan kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi 

pengawasan terhadap Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan dan 
Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan pada Entitas Utama dilaksanakan 
setiap triwulan; dan 

b. Laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama setiap semester. 
 

 
F. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi 

Dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi ini, Divisi Enterprise Risk Management 
menjalankan fungsi sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dengan 
berpedoman pada ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi 
Konglomerasi Keuangan. 

 

1. Tugas dan Tanggung Jawab 

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dalam 
rangka penerapan Manajemen Terintegrasi sekurang-kurangnya adalah: 
 

a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam 
penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi. 

b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk 
mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, 
dan pengendalian risiko. 

c. Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan BNI berdasarkan 
hasil penilaian: 
1) Profil Risiko setiap Perusahaan. 
2) Tingkat Risiko masing-masing risiko secara terintegrasi. 
3) Profil Risiko Terintegrasi. 

d. Menyiapkan usulan penetapan Risk Appetite Statement secara terintegrasi. 
e. Melakukan stress testing. 
f. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan kecukupan 

penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan penerapan Manajemen Risiko di 
masing-masing Perusahaan Anak. 

g. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh 
signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan BNI. 

h. Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tentang 
hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari hasil evaluasi penerapan Manajemen 
Risiko Terintegrasi. 

i. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam 
penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi. 

j. Menyusun dan menyampaikan laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala 
kepada Direksi Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko 
Terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. 
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2. Cakupan dan Ruang Lingkup Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi 

 

a. Jenis – jenis Risiko dalam manajemen Risiko Terintegrasi Entitas Utama, serta 
seluruh Perusahaan Anak, wajib mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko yang terdiri 
dari: 
1) Risiko Kredit; 
2) Risiko Pasar; 
3) Risiko Operasional; 
4) Risiko Likuiditas; 
5) Risiko Hukum; 
6) Risiko Stratejik; 
7) Risiko Reputasi; 
8) Risiko Kepatuhan; 
9) Risiko Transaksi Intra Group; dan 
10) Risiko Asuransi (bagi Perusahaan Asuransi). 

 
b. Ruang Lingkup Manajemen Risiko Terintegrasi 

 

Entitas Utama serta seluruh Perusahaan Anak secara terintegrasi harus 
menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif. Penerapan 
Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup: 
1) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama. 
2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko 

Terintegrasi. 
3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian 

risiko secara terintegrasi, serta sistem informasi Manajemen Risiko 
Terintegrasi. 

4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan 
Manajemen Risiko Terintegrasi. 
 

3. Penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi 
Untuk mendukung penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi yang efektif dan 

komprehensif maka BNI sebagai Entitas Utama paling sedikit harus :  

a. Memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi.  

b. Melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi.  

c. Memantau dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi.  

d. Memiliki sistem pengendalian intern yang memadai terkait dengan permodalan 

terintegrasi.  

e. Melakukan kaji ulang penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara 

berkala. 

 
Pengaturan lebih lanjut terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan 
Penerapan Permodalan Terintegrasi, diatur lebih lanjut dalam kebijakan Manajemen 
Risiko Terintegrasi BNI dan Prosedur Manajemen Permodalan Terintegrasi. 
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G. Divisi Subsidiaries Development 

Dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Divisi Subsidiaries Development 
menjalankan fungsi membantu Satuan Kerja terkait dengan Tata Kelola Terintegrasi pada 
Entitas Utama dalam berkoordinasi dengan Perusahaan Anak terkait pemenuhan 
kewajiban yang telah ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja tersebut, termasuk 
melakukan review atas kebijakan yang ditetapkan bersama Divisi/Satuan terkait pada 
Entitas Utama dan Perusahaan Anak. 

 

H. Anti Fraud Terintegrasi 

Dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Anti Fraud menjalankan fungsi, yaitu: 
1. Memantau efektivitas penerapan Strategi Anti Fraud di Perusahaan Anak. 
2. Memantau kejadian fraud di Perusahaan Anak  
3. Memberikan rekomendasi perbaikan atas penerapan Strategi Anti Fraud di Perusahaan 

Anak. 
 
I. Mekanisme Koordinasi antar Satuan Kerja Pelaksana Tata Kelola Terintegrasi 

Untuk membangun Sinergi dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di BNI, 
diperlukan forum yang beranggotakan Satuan Kerja Pelaksana Tata Kelola Terintegrasi 
BNI, yaitu: 

a. Satuan Kerja yang mensupervisi Perusahaan Anak; 

b. Satuan Kerja Kepatuhan (sebagai SKKT); 

c. Satuan Kerja Manajemen Risiko (sebagai SKMRT); 

d. Satuan Kerja Audit Intern (sebagai SKAIT);  

e. Satuan Anti Fraud;dan 

f. Sekretaris Perusahaan; 

Satuan Kerja Pelaksana Tata Kelola Terintegrasi melakukan koordinasi implementasi 
Tata Kelola Terintegrasi minimal 6 (enam) bulan sekali. 

 
J. Sinergi Perbankan 

Sinergi Perbankan adalah kerja sama antar bank yang tergabung dalam kelompok 
usaha bank, dengan PSP berupa bank, atau terhadap lembaga jasa keuangan 
nonbank sebagai perusahaan anak, untuk tujuan efisiensi dan optimalisasi sumber 
daya melalui dukungan serta memberikan nilai tambah dalam menunjang 
pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional para pihak yang melakukan 
kerja sama. 

1. Sinergi Perbankan: 
a. Bank dapat melakukan sinergi perbankan 

b. Sinergi perbankan meliputi sinergi : 

1) Bank dalam kelompok usaha bank; 

2) Pemegang Saham Pengendali (PSP) berupa Bank dengan Bank atau Bank 

Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau 

3) Bank sebagai perusahaan induk terhadap Lembaga jasa keuangan nonbank 

sebagai perusahaan anak. 
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untuk tujuan efisiensi dan optimalisasi sumber daya melalui dukungan serta 
memberikan nilai tambah dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, 
dan operasional para pihak yang melakukan kerja sama. 

 
 

2. Bentuk-bentuk Sinergi Perbankan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: 
a) Pemanfaatan infrastruktur, yaitu jaringan kantor, Terminal Perbankan Elektronik 

(TPE), Pengarsipan dan sebagainya. 
b) Pemanfaatan teknologi, yaitu pusat data (data center), pusat pemulihan bencana 

(disaster recovery center). 
c) Layanan perbankan bagi nasabah termasuk pusat layanan nasabah (call center). 
d) Dukungan terkait sumber daya manusia. 
e) Penyediaan jasa TI  
f) Kegiatan lain  

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 

3. Sinergi perbankan dilaksanakan dengan kedua belah pihak harus membuat perjanjian 
kerja sama yang didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar secara tertulis 
yang paling sedikit mencakup: 
a) Pihak yang melakukan kerjasama; 
b) Tujuan dan ruang lingkup kerjasama; 
c) Jangka waktu perjanjian kerjasama; dan 
d) Hak dan kewajiban setiap pihak paling sedikit mengenai: 

1) Kewajiban kedua belah pihak untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan 
informasi (non disclosure agreement), termasuk kerahasiaan dan keamanan 
informasi untuk keperluan perlindungan data nasabah; 

2) Tanggung jawab atas kerugian, dalam hal terjadi kegagalan sistem, fraud 
dan/atau kegagalan dari faktor internal dan eksternal lain 

3) Mitigasi risiko termasuk dalam hal terjadi penghentian kerja sama sebelum 
jatuh tempo; 

4) Penanganan pengaduan nasabah, dalam hal sinergi berhubungan dengan 
nasabah secara langsung; 

5) Aspek alih pengetahuan, dalam hal sinergi melibatkan sumber daya manusia 
dari pihak yang melakukan sinergi; dan 

6) Pengelolaan dan pemeliharaan dokumentasi dari aktivitas atau ruang lingkup 
yang dilakukan kerja sama.  
 

4. Perjanjian kerja sama yang disusun oleh kedua belah pihak dimaksud disertai dengan 
dokumen dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan 
bahwa Sinergi Perbankan telah memenuhi aspek-aspek sebagaimana butir 3 di atas. 
 
 

5. Prinsip-Prinsip Sinergi Perbankan 
a. Sinergi Perbankan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama secara tertulis 

didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar (arm’s length principle). 
b. Pihak yang menerima manfaat bertanggung jawab atas risiko yang timbul atas 

keputusan bisnis, layanan, dan/atau operasional dari pelaksanaan Sinergi 
Perbankan. 
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c. Kedua belah pihak wajib memastikan bahwa pelaksanaan Sinergi Perbankan 
sesuai dengan perjanjian kerja sama. 

 
6. Pelaporan  

Pihak yang bersinergi wajib menyampaikan salinan Perjanjian Kerja Sama berikut 
perubahannya. 
a. Pihak yang bersinergi wajib menyampaikan salinan perjanjian kerja sama terkait 

Sinergi Perbankan kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal 
perjanjian kerja sama.  

b. Dalam hal terdapat perubahan dari perjanjian kerja sama, maka wajib melaporkan 
kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perubahan perjanjian 
kerja sama disertai dengan salinan perubahan perjanjian kerja sama. 

c. Dalam hal akan terdapat penghentian kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian 
kerja sama selesai, maka wajib melaporkan kepada OJK paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian perjanjian kerja sama. 

Penyampaian laporan sinergi perbankan dilakukan oleh Divisi Compliance sebagai 
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. 
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BAB V 
REMUNERASI DAN PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN 

 
 
 
A. Kebijakan Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Konglomerasi 

Keuangan BNI 

1. Direksi pada Konglomerasi Keuangan BNI 

Anggota Direksi pada Konglomerasi Keuangan BNI diberikan gaji dan tunjangan, 
fasilitas termasuk tantiem yang ditetapkan oleh RUPS masing-masing anggota 
Konglomerasi Keuangan BNI dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar 
masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan BNI serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 

2. Dewan Komisaris pada Konglomerasi Keuangan BNI 
 

Anggota Dewan Komisaris pada Konglomerasi Keuangan BNI diberikan honorarium 
dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan 
jumlahnya ditetapkan oleh RUPS masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan 
BNI dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing anggota 
Konglomerasi Keuangan BNI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
B. Pengelolaan Benturan Kepentingan 

 

1. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Konglomerasi Keuangan 
BNI 

 

a. Dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi 
dan anggota Dewan Komisaris pada Konglomerasi Keuangan BNI harus 
berdasarkan pada peraturan dan kebijakan yang berlaku tanpa mengedepankan 
kepentingan pribadi atau kepentingan pihak terafiliasi, yang berkaitan dengan 
agama, profesi, partai politik, etnis serta wajib menghindarkan diri dari hal-hal 
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 

b. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dan anggota Dewan 
Komisaris pada Konglomerasi Keuangan BNI wajib mengutamakan kepentingan 
ekonomis masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan BNI dan 
menghindarkan masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan BNI dari 
kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan pada 
masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan BNI. 

c. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada Konglomerasi Keuangan 
BNI yang menghadapi situasi benturan kepentingan wajib mengungkapkan 
adanya kepentingan pribadi dan/atau hubungan afiliasi yang berpotensi 
menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada Konglomerasi Keuangan 
BNI wajib membuat pernyataan tahunan terkait benturan kepentingan dan akan 
berupaya menghindarkan diri dari segala bentuk kemungkinan benturan 
kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. 

e. Direksi dan Dewan Komisaris dalam tata kelola perusahaannya wajib 
menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan 
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perundang-undangan sehingga Perusahaan bersih dan terhindar dari tindakan 
yang terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk penyuapan dan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan. 

f. Direksi dan Dewan Komisaris harus meningkatkan upaya-upaya pencegahan 
korupsi, kolusi, dan nepotisme secara sistematis dan berkesinambungan, melalui: 
1) Implementasi kegiatan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
2) Penegakan penanganan benturan kepentingan di perusahaan. 
3) Peningkatan tata kelola pengawasan Konglomerasi Keuangan Entitas Utama. 

g. Pelaksanaan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana huruf f 
dipantau dan dievaluasi secara berkala melalui penilaian terhadap tata kelola 
perusahaan yang baik pada perusahaan yang bersangkutan dan/atau melalui 
instrumen evaluasi lainnya. 

 
2. Transaksi Keuangan Dalam Konglomerasi Keuangan BNI 

Transaksi keuangan intra group dalam Konglomerasi Keuangan BNI harus dilakukan 
berdasarkan cost and benefit analysis yang memadai, memiliki underlying yang jelas, 
memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
3. Pedoman Benturan Kepentingan 

Pengaturan Benturan Kepentingan mengacu pada Pedoman Benturan Kepentingan 
yang telah disusun dan diterbitkan oleh Entitas Utama. 

 
C. Pemberlakuan Terhadap Perusahaan Anak 

Kebijakan terkait dengan remunerasi dan pengelolaan benturan kepentingan bagi 
anggota Direksi Entitas Utama dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di 
atas mutatis mutandis berlaku bagi anggota Direksi Perusahaan Anak dan anggota 
Dewan Komisaris Perusahaan Anak. 
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BAB VI 
PELAPORAN, EVALUASI DAN PELATIHAN 

 
 
 
A. Pelaporan 

1. Pelaporan Entitas Utama 
 

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Entitas Utama wajib 
menyampaikan laporan-laporan terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi 
pada Konglomerasi Keuangan BNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait 
dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Laporan 
yang disampaikan antara lain terdiri dari: 
a. Laporan mengenai LJK yang menjadi Entitas Utama dan LJK yang menjadi 

anggota Konglomerasi Keuangan BNI, termasuk laporan dalam hal terdapat: 
1) Konglomerasi Keuangan baru disertai penunjukan Entitas Utama; 
2) Perubahan Entitas Utama; 
3) Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau 
4) Pembubaran Konglomerasi Keuangan. 

 
Laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua 
puluh) hari kerja sejak terjadinya kondisi sebagaimana tersebut pada butir a.1) 
s/d 4). 
 

b. Laporan penilaian sendiri (Self Assessment) terhadap pelaksanaan prinsip-
prinsip Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI, dilaksanakan 
secara periodik yaitu pada bulan Juni dan Desember. 
 

c. Self Assesment paling kurang harus diwujudkan dan difokuskan dalam 7 (tujuh) 
faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang terdiri dari: 

 
 

No. Faktor Penilaian 

1. Direksi Entitas Utama 

2. Dewan Komisaris Entitas Utama 

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi 

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi 

5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi 

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi 

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi 

 
d. Penilaian dilakukan terhadap implementasi atas: 

1) Struktur Tata Kelola Terintegrasi; 
2) Proses Tata Kelola Terintegrasi; dan 
3) Hasil Tata Kelola Terintegrasi. 

 
Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah 
berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
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e. Laporan Tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disampaikan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir. 

 
Di dalam penyampaian Laporan Tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi 
disertai dengan Laporan Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Sinergi 
Perbankan yang dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi. 
 

2. Pelaporan Perusahaan Anak 
 

Perusahaan Anak melaporkan hal-hal terkait dengan pelaksanaan aktivitas di 
Perusahaan Anak melalui Divisi Subsidiaries Development. Laporan tersebut 
disampaikan secara periodik maupun insidentil sesuai dengan kebutuhan. Laporan 
yang disampaikan terdiri dari: 
 
a. Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perusahaan Anak 

Satuan Kerja Kepatuhan Perusahaan Anak wajib untuk menyampaikan Laporan 
Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perusahaan Anak yang juga mencakup 
Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF) dan Penerapan APU-PPT di Perusahaan 
Anak melalui Divisi Subsidiaries Development (SDV) secara berkala sesuai 
dengan format yang diatur lebih lanjut oleh Divisi Compliance (CMP) Entitas 
Utama sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.  
 
Satuan Kerja Kepatuhan Perusahaan Anak juga wajib menyampaikan Laporan 
Self Assessment atas Pemenuhan Business Conduct Perusahaan Anak sesuai 
regulasi yang berlaku bagi Perusahaan Anak serta Laporan Compliance Index 
(CIX) Perusahaan Anak yang disampaikan secara berkala dan sesuai format 
yang ditetapkan oleh Divisi Compliance Entitas Utama sebagai Satuan Kerja 
Kepatuhan Terintegrasi. 
 

b. Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern 

Satuan Kerja Audit Intern Perusahaan Anak menyampaikan laporan 
pelaksanaan fungsi audit intern kepada SKAI Entitas Utama melalui Divisi 
Pengembangan Perusahaan Anak secara berkala. Laporan tersebut berisi 
informasi mengenai realisasi pelaksanaan audit, pokok – pokok hasil audit yang 
signifikan dan tindak lanjut penyelesaian hasil audit Perusahaan Anak. 
 
Format dan isi laporan akan diatur tersendiri oleh SKAI Entitas Utama sebagai 
Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. 

 

c. Laporan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko 

1) Satuan Kerja Manajemen Risiko Perusahaan Anak menyampaikan laporan 
profil risiko secara berkala, Laporan Permodalan, dan laporan tingkat 
kesehatan perusahaan secara semesteran kepada Divisi Enterprise Risk 
Management melalui Divisi Subsidiaries Development. Format dan isi laporan 
akan diatur lebih lanjut oleh Divisi Enterprise Risk Management sebagai 
Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. 
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2) Satuan Kerja Manajemen Risiko Perusahaan Anak juga wajib menyampaikan 
informasi risiko yang signifikan, akurat, dan relevan yang berdampak pada 
kelangsungan usaha Perusahaan. 

3) Perusahaan Anak yang dimiliki oleh Perusahaan Anak lain wajib 
menyampaikan tembusan laporan kepada Perusahaan Anak pengendali. 

 
B. Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi 

Evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI, 
dilaksanakan secara periodik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang 
berlaku. 
 
Dewan Komisaris masing-masing Perusahaan Anak yang menjadi anggota pada Komite 
Tata Kelola Terintegrasi menyampaikan Laporan atas hasil evaluasi atas pelaksanaan 
audit intern dan fungsi kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak kepada Komite 
Tata Kelola Terintegrasi secara berkala (triwulanan). 

 
C. Pelatihan 

1. Dalam rangka pengembangan kapasitas dan kapabilitas, maka setiap Perusahaan 

Anak harus menyediakan anggaran yang memadai untuk pelatihan yang sesuai 

dengan aktivitas usahanya. Pelatihan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh 

Perusahaan Anak atau melibatkan pihak ketiga. 

2. BNI sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BNI dapat melibatkan 

pegawai pada Perusahaan Anak untuk mengikuti suatu pelatihan yang diadakan oleh 

Entitas Utama. Pelatihan tersebut harus terkait dengan bidang tugas pegawai 

Perusahaan Anak tersebut. 

3. Pelatihan untuk pegawai Entitas Utama maupun Perusahaan Anak dapat dilakukan 

melalui platform yang telah disediakan oleh Entitas Utama dan telah dituangkan 

dalam Perjanjian Kerjasama antara Entitas Utama dan Perusahaan Anak. 

4. Tata cara dan pelaksanaan pelatihan oleh Entitas Utama tersebut sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di Entitas Utama. 
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BAB VII 
PENUTUP 

 
 

Sebagai tindak lanjut dari Pedoman ini, akan ditetapkan Prosedur dan Petunjuk Teknis 
tersendiri baik di Entitas Utama maupun Perusahaan Anak sebagai panduan dalam 
pelaksanaannya. 
 
Divisi/Satuan/Unit di Entitas Utama yang terlibat dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi 
ini akan berkoordinasi dengan Satuan Kerja terkait di Perusahaan Anak dalam rangka 
penyusunan Prosedur dan Petunjuk Teknis tersebut. 
 
Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan 
ketentuan dalam Pedoman ini, baik sebagian maupun seluruhnya, menjadi tidak sesuai 
atau tidak dapat dilaksanakan, maka Entitas Utama dan Perusahaan Anak wajib 
memedomani peraturan perundang-undangan dimaksud. 
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